
BUPATI SEMARANG 

PERATURAN BUPATI SEMARANG 

NOMOR 94 TAHUN 2011 

TENTANG 

SALINAN 

PEDOMAN DAN TATA CARA PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN SEMARANG 

Menimbang 

Mengingat 

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA 

BUPATI SEMARANG, 

a. bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor 
penggerak perekonomian daerah, sumber pembiayaan 
pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja, sehingga 
untuk meningkatkan minat investor dalam penanaman modal 
maka perlu diciptakan kemudahan pelayanan agar dapat 
meningkatkan realisasi penanaman modal dan kesejahteraan 
masyarakat dengan menjadikan Kabupaten Semarang sebagai 
daerah yang menarik bagi penanaman modal; 

b. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota, Kabupaten Semarang mempunyai kewenangan 
di bidang penanaman modal daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati 
Semarang; 

L Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas­
batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat 
II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1652); 

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 
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4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Noip.or 4349); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaian Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4484 ); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 
Modal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4724 ); 

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4756 ); 

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4866 ); 

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038 ); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan 
Ilatas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat U Salatiga Dan 
Kabupatcn Dacrah Tingkat II s~marang J.,cmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 35000) ; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan 
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis 
Mengenai Dampak Lingkungan ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3838 ) ; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585 ); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ); 
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Menetapkan 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal 
di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4861 ); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan 
Industri ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4987 ); 

18. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan 
Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang 
Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman 
Modal; 

19. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan 
Koordinasi Penanaman Modal; 

20. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; 

21. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan 
Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang; 

22. Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2000 tentang Kantor 
Perwakilan Perusahaan Asing; 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PEDOMAN DAN 
TATA CARA PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN 
SEMARANG. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah 
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah. 

4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten 
Semarang. 

5. Perangkat Daerah adalah Lembaga pada Pemerintah Kabupaten yang bertanggungjawab 
kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, 
Sekertariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan. 
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6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam 
modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah 
Daerah. 

7. Penanaman Modal Asing, yang selanjutnya disingkat PMA, adalah kegiatan menanam 
modal untuk: melakukan usaha di wilayah Kabupaten Semarang yang dilakukan penanam 
modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya mapun yang berpatungan 
dengan penanam modal dalam negeri. 

8. Penanam modal dalam negeri, yang selanjutnya disingkat PMDN, adalah kegiatan 
menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Daerah yang dilakukan oleh penanam 
modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. 

9. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman 
modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. 

10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah kegiatan 
penyelenggaraan suatu Perizinan dan Nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau 
pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan 
clan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai 
dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. 

11. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang, yang selanjutnya disingkat 
KPPT, adalah kantor yang menyelenggarakan kegiatan perizinan dan nonperizinan 
penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Bupati 
yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap 
terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. 

12. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang 
dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. 

13. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, dan informasi mengenai 
penanaman modal, sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

14. Perusahaan penanaman modal adalah badan usaha yang melakukan penanaman modal 
baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. 

15. Perluasan penanaman modal adalah penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas 
produksi yang telah dizinkan. · 

16. Permohonan Pendaftaran Penanaman Modal adalah permohonan yang disampaikan oleh 
penanam modal untuk mendapatkan persetujuan awal Pemerintah Daerah atas rencana 
penanaman modalnya. 

17. Pendaftaran Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Pendaftaran, adalah bentuk 
persetujuan awal KPPT sebagai dasar memulai rencana penanaman modal. 

18. Permohonan Pendaftaran Perluasan Penanaman Modal adalah permohonan yang 
disampaikan oleh penanam modal untuk mendapatkan persetujuan awal dari Pemerintah 
Daerah atas rencana perluasan penanaman modal. 

19. Pendaftaran Perluasan Penanaman Modal adalah bentuk persetujuan awal Pemerintah 
Daerah sebagai dasar memulai rencana perluasan penanaman modal. 

20. Permohonan izin Prinsip Penanaman Modal adalah permohonan yang disampaikan oleh 
perusahaan untuk mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah dalam memulai kegiatan 
penanaman modal. 

21. Izin Prinsip Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinzip, adalah izin untuk 
memulai kegiatan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas 
fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal. 

22. Permohonan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal adalah permohonan yang 
disampaikan oleh perusahaan untuk mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah dalam 
memulai rencana perluasan penanamah modal. 
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23. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perluasan, 
adalah izin untuk memulai rencana perluasan penanaman modal di bidang usaha yang 
dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya 
memerlukan fasilitas fiskal. 

24. Permohonan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal adalah permohonan yang 
disampaikan oleh perusahaan untuk mendapatkan izin Pemerintah Daerah dalam 
melakukan perubahan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam Izin Prinsip / Izin 
Prinsip Perluasan. 

25. Izi11 Prinsip Perubahan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip 
Perubahan adalah izin untuk melakukan perubahan atas ketentuan yang telah ditetapkan 
dalam Izin Prinsip / Izin Prinsip Perluasan sebelumnya. 

26. Permohonan Izin Usaha adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan pada saat 
perusahaan telah siap melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial baik produksi 
barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas Pendaftaran/lzin Prinsip/Persetujuan 
penanaman modal yang dimiliki perusahaan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan 
perundang-undangan sektoral. 

27. Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan 
produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas 
Pendaftaran/Izin Prinsip/Persetujuan penanaman modalnya, kecuali ditentukan lain oleh 
peraturan perundang-undangan sektoral. 

28. Permohonan Ijin Usaha Perluasan adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan 
pada saat perusahaan telah siap melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial atas 
penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan, sebagai 
pelaksanaan atas Izin Prinsip Perluasan/Persetujuan Perluasan yang dimiliki perusahaan, 
kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral. 

29. Izin Usaha Perluasan adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk 
melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial atas penambahan kapasitas produksi 
melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan, sebagai pelaksanaan atas Izin Prinsip 
Perluasan/Persetujuan Perluasan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang­
undangan sektoral. 

30. Permohonan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) adalah 
permohonan yang diajukan oleh perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha (surviving 
company) untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial setelah terjadi 
merger. 

31. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) adalah izin yang wajib 
dimiliki oleh perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha (surviving company) setelah 
terjadinya merger, untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial perusahaan 
merger. 

32. Permohonan Izin Usaha Perubahan adalah permohonan yang disampaikan perusahaan 
untuk mendapatkan izin KPPT dalam melakukan perubahan atas ketentuan yang telah 
ditetapkan dalam Izin Usaha/lzin Usaha Perluasan. 

33. Izin Usaha Pcrubahan adalah izin yang wajib dimiliki oleh pcrusaha: .1 unluk melakukan 
pcrubahan kdcntuan yaug tdal1 dild~.1jk:.m <lal~un lzin Usaha/[zi., Usalia Pcrluasan 
sebelumnya sebagai akibat dari perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan 
penanaman modal. 

34. Permohonan fasilitas penanaman modal adalah permohonan yang disampaikan oleh 
perusahaan yang memerlukan fasilitas dalam pelaksanaan penanaman modalnya. 

35. Persetujuan pemberian fasilitas penanaman modal adalah persetujuan Kepala BK.PM atas 
nama Menteri Keuangan tentang pemberian fasilitas bea masuk atas impor mesin, barang 
dan bahan. 
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36. Permohonan fasilitas pajak penghasilan adalah permohonan yang disampaikan oleh 
perusahaan untuk: dapat memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah. 

37. Penerbitan usulan/rekomendasi atas pemberian fasilitas pajak penghasilan adalah 
usulan/rekomendasi Kepala BKPM atas pemberian fasilitas pajak penghasilan yang 
ditujukan kepada Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. 

38. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) adalah angka pengenal yang dipergunakan 
sebagai izin untuk: memasukkan (impor) mesin/peralatan dan barang an bahan untuk: 
dipergunakan sendiri dalam proses produksi perusahaan penanaman modal yang 
bersangkutan 

39. Permohonan Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) adalah permohonan yang 
disampaikan oleh perusahaan sebelum melakukan pengimporan mesin/peralatan dan 
barang dan bahan. 

40. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) adalah pengesahan rencana jumlah, 
jabatan dan lama penggunaan tenaga kerja asing yang diperlukan sebagai dasar untuk 
persetujuan pemasukan tenaga kerja asing dan penerbitan lzin Mempekerjakan Tenaga 
Kerja Asing (IMTA). 

41. Permohonan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Rekomendasi Visa 
Untuk Bekerja (TA.01) dan lzin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing {IMTA) adalah 
permohonan yang disampaikan oleh perusahaan untuk penggunaan tenaga kerja asing 
dalam pelaksanaan penanaman modalnya. 

42. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) adalah izin bagi perusahaan untuk 
mempekerjakan tenaga kerja Warga Negara Asing dalam jumlah, jabatan dan periode 
tertentu. 

43. Laporan Kegiatan Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat dengan LKPM, adalah 
laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi 
penanam modal. 

44. Laporan Hasil Pemeriksaan Proyek, yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan hasil 
pemeriksaan lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal dalam rangka 
pemberian fasilitas penanaman modal, pengenaan dan pembatalan sangsi, serta keperluan 
pengendalian pelaksanaan lainnya. 

45. Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat BKPM, adalah 
Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggung jawab di bidang penanaman 
modal, yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab 
langsung kepada Presiden. 

46. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya 
disingkat SPIPISE, adalah Sistem Elektronik Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang 
terintegrasi antara BKPM dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen 
yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan dan KPPT. 

BABII 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) Maksud penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tata Cara Penanaman 
Modal di Kabupaten Semarang adalah sebagai panduan bagi KPPT, para penanam 
modal, serta masyarakat dalam memahami prosedur pengajuan dan proses penyelesaian 
permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal di Kabupaten Semarang. 



(2) Tujuan penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tata Cara Penanaman Modal 
di Kabupaten Semarang adalah : 
a. memberikan gambaran umum tentang tata cara penanaman modal dan kepastian 

waktu penyelesaian pennohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal; 
b. tercapainya pelayanan yang mudah, cepat, tepat dan transparan. 

BAB III 

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELA YANAN PENANAMAN MODAL 

Pasal 3 

(1) Dalam rangka penyelenggaraan PTSP di bidang pelayanan Penanaman modal di 
Kabupaten Semarang, Bupati memberikan pendelegasian wewenang pemberian 
· perizinan dan non perizinan atas urusan pemerintahan di bi dang penanaman modal 
kepada Kepala KPPT Kabupaten Semarang. 

(2) Penyelenggaraan pelayanan Penanaman modal yang menjadi kewenangan KPPT adalah 
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang nilai investasinya sampai dengan 

."- Rp. l 0.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). 

BABIV 

PENYELENGGARAAN PELA YANAN PENANAMAN MODAL 

Pasal 4 

(1) Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau 
jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan yang penetapannya 
diatur dengan peraturan perundang-undangan. 

(2) Penanam modal yang akan melakukan kegiatan penanaman modal harus memperhatikan 
peraturan perundang-undangan yang menyatakan bidang usaha atau jenis usaha yang 
tertutup dan terbuka dengan persyaratan. 

BABV 

RU ANG LINGKUP PELA YANAN PENANAMAN MODAL 

Pasal 5 

(1) Jenis pelayanan penanaman modal adalah: 
a. pelayanan perizinan; 
b. pelayanan nonperizinan, 

(2) Jenis perizinan penanaman modal, antara kain : 
a pendaftaran penanaman modal; 
b. izin prinsip penanaman modal; 
c. izin prinsip perluasan penanaman modal; 
d. izin prinsip perubahan penanaman modal; 
e. izin usaha, izin usaha perluasan, izin usaha penggabungan perusahaan penanaman 

modal (merger) dan izin usaha perubahan; 
f. izin lokasi; 
g. persetujuan pemanfaatan ruang; 
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h. Izin Mendirikan Bangunan (1MB); 
i. Izin Gangguan (UUG/HO); 
J. Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah; 
k. Tanda Daftar Perusahaan (TOP); 
I. Hak Atas Tanah. 

(3) Jenis nonperizinan penanaman modal, antara lain: 
a. insentif daerah; 
b. layanan informasi dan layanan pengaduan. 

( 4) Ruang lingkup pedoman dan tata cara permohonan perizinan yang diatur dalam 
Peraturan Bupati ini adalah : 
a. pendaftaran penanaman modal; 
b. izin prinsip penanaman modal; 
c. izin prinsip perluasan penanaman modal; 
d. izin prinsip perubahan penanaman modal; 
e. izin usaha, izin usaha perluasan, izin usaha penggabungan perusahaan penanaman 

modal (merger) dan izin usaha perubahan. 

(5) Sedangkan untuk: Izin lokasi, Persetujuan Pemanfaatan Ruang, Izin Mendirikan 
Bangunan (1MB), Izin Gangguan (UUG/HO), Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah, 
Tanda Daftar Perusahaan (TOP) dan Hak Atas Tanah diatur tersendiri oleh Satuan Kerja 
Perangkat Daerah yang membidangi. 

BAB VI 

MEKANISME PELA YANAN PENANAMAN MODAL 

Pasal 6 

(1) Penanam modal dapat mengajukan permohonan perizinan dan nonperizinan PMDN 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) secara manual atau melalui 
SPIPISE kepada KPPT. 

(2) Penanam modal dapat mengajukan permohonan secara paralel untuk berbagai perizinan 
dan nonperizinan yang tidak berkaitan, dengan hanya menyampaikan satu berkas 
persyaratan permohonan melalui SPIPISE. 

(3) Penanam modal yang menyampaikan permohonan melalui SPIPISE sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan formulir permohonan, kesepakatan para 
pemegang saham yang telah dicatat oleh notaris, surat-surat pemyataan dan surat kuasa 
asli pada saat : 
a. penanam modal mengirimkan permohonan melalui SPIPISE; atau 
b. penanam modal mengambil perizinan dan nonperizinan yang telah diterbitkan oleh 

KPPT. 

Pasal 7 

(1) PMDN yang bidang usahanya dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan 
penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal, wajib memiliki lzin Prinsip. 

(2) PMDN yang bidang usahanya tidak memperoleh fasilitas fiskal dan/atau dalam 
pelaksanaan penanaman modalnya tidak memerlukan fasilitas fiskal, tidak diwajibkan 
memiliki Izin Prinsip. 

(3) Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke KPPT. 
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( 4) PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pengwusan perizinan pelak:sanaan 
penanaman modalnya wajib memiliki : 
a. ak:ta dan pengesahan pendirian perusahaan atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi 

perusahaan perorangan, dan 
b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

(5) PMDN sebagaimana dimak:sud pada ayat (4) dapat mengajukan pendaftaran apabila 
diperlukan dalam pengurusan perizinan pelak:sanaan penanaman modalnya. 

Pasal 8 

Fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) antara lain: 
a. fasilitas bea masuk atas impor mesin; 
b. fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan; 
c. usulan untuk mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) badan. 

Pasal 9 

Perusahaan PMDN yang dalam pelak:sanaan penanaman modalnya telah siap melakukan 
kegiatan/ berproduksi komersial, wajib mengajukan permohonan Izin Usaha ke KPPT. 

BAB VII 

PENGEMBA~(GAN USAHA 

Pasal 10 

(I) Perusahaan PMDN dapat melak:ukan pengembangan usaha dibidang-bidang usaha 
lainnya sesuai denga Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(2) Pengembangan usaha sebagairoana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan perluasan 
usaha atau penambahan bidang usaha. 

(3) Perusahaan yang kegiatan usaha awalnya memiliki Izin Prinsip dapat melak:ukan 
perluasan usaha dengan kewajiban memiliki Izin Prinsip Perluasan. 

(4) Perusahaan yang kegiatan usaha awalnya tidak memiliki Izin Prinsip dapat melakukan 
perluasan usahanya dengan mengajukan Pendaftaran Perluasan, apabila diperlukan. 

(5) Perusahaan yang kegiatan usaha awalnya memiliki atau tidak memiliki Izin Prinsip 
dapat melakukan penambahan bidang usaha atau jenis produksi : 
a. di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal, dengan wajib memiliki Izin 

Prinsip atas tambahan bidang usaha/jenis produksinya; 
b. di bidang usaha yang tidak memperoleh fasilitas fiskal, dapat mengajukan 

Pendaftaran atas tambahan bidang usaha/jenis produksinya, apabila diperlukan. 

Pasal 11 

(1) Perusahaan PMDN yang ak:an melakukan perluasan usaha dibidang yang dapat 
memperoleh fasilitas fiskal dan berada di lokasi yang sama dengan usaha sebelumnya, 
terlebih dahulu wajib memiliki Izin Usaha atas kegiatan usaha sebelumnya. 

(2) Dalam hal perusahaan PMDN sebagaimana dimaksud pad.a ayat (1) melakukan 
perluasan di lokasi yang berbeda dengan usaha sebelumnya, permohonan perluasan 
dapat diajukan tanpa dipersyaratkan memiliki Izin Usaha terlebih dahulu atas kegiatan 
usaha sebelumnya. 
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(3) Atas rencana perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) permohonan Izin 
Prinsip Perluasannya diajukan ke KPPT. 

BAB VIII 

PENGALIHAN KEPEMILIKAN SAHAM ASING 

Pasal 12 

(1) Perusahaan PMDN yang tidak memiliki Izin Prinsip dan belum memiliki Izin Usaha 
atau belum memiliki Izin Prinsip, akan melakukan perubahan penyertaan dalam modal 
perseroan karena masuknya modal asing yang mengakibatkan seluruh / sebagian modal 
perseroan menjadi modal asing, wajib melakukan Pendaftaran penanaman modalnya 
sebagai akibat dari perubahan yang terjadi ke PTSP BKPM. 

(2) Perusahaan PMDN yang telah memiliki Izin Prinsip atau Izin Usaha, akan melakukan 
perubahan penyertaan dalam modal perseroan karena masuknya modal asing yang 
mengakibatkan seluruh/sebagian modal perseroan menjadi modal asing, wajib 
mengajukan permohonan Izin Prinsip atau Izin Usaha atas penanaman modalnya sebagai 
akibat dari perubahan yang terjadi ke PTSP BKPM. 

(3) Untuk perusahaan PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum mengajukan 
permohonnn Izin Prinsip atau Izin Usaha ke PTSP DKPM dipersyarntkan melnmpirknn 
Surat Pcnganta.r dari KPPT t .. nt,uig r--:ncana masuknya modal ~.:;ing, scbagaimana 
tercantum dalam Lampiran VII. 

(4) Dalam hal Surat Pengantar dari KPPT belum diterbitkan dalam jangka waktu Paling 
lambat 10 (sepuluh) hari kerja, perusahaan dapat melampirkan tanda terima pengajuan 
permohonan dimaksud. 

BABIX 

PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL (MERGER) 

Pasal 13 

Pcrusahaan yang akan mclakukan pcngga'.,ungan (merger) harus mc:ncnuhi Kctentuan 
Pcraturan Pcrundang-undangan yallg krk:...:t d('.ngan brangan prakt..:k monopoli dan 
persaingan usaha tidak sehat dan Undang-Undang perseroan terbatas. 

Pasal 14 

(l) Penggabungan perusahaan dapat dilakukan baik antar perusahaan PMA atau antar 
perusahaan PMDN. maupun antara perusahaan PMA dengan perusahaan PMDN. 

(2) Perusahaan PMDN yang akan melakukan penggabungan (merger) wajib memiliki Izin 
Usaha. 

(3) Dalam hal perusahaan yang akan melakukan penggabungan tidak memiliki kegiatan 
usaha yang masih dalam tahap pembangunan, perusahaan yang meneruskan kegiatan 
(surviving company) wajib memiliki Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman 
Modal (merger) sebelum memulai kegiatan produksi/operasi komersial. 
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(4) Dalam hal perusahaan yang melakukan penggabungan memiliki lebih dari 1 (satu) 
kegiatan usaha dan salah satu kegiatan usahanya masih dalam tahap pembangunan, 
maka: 
a. atas kegiatan yang telah memiliki Izin U saha, perusahaan yang meneruskan 

kegiatan (surviving company) harus mengajukan Izin Usaha Penggabungan 
Perusahaan Penanaman Modal (merger). 

b. atas kegiatan yang masih dalam tahap pembangunan, apabila kegiatan dimaksud 
berada pada : 
1. perusahaan yang meneruskan kegiatan (surviving company), maka dalam 

melaksanakan kegiatannya cukup menggunakan Izin Prinsip/ Izin Prinsip 
Perluasan yang telah dimiliki oleh perusahaan yang meneruskan kegiatan 
(surviving company). 

2. perusahaan yang menggabung (merging company), maka untuk melaksanakan 
kegiatannya perusahaan yang meneruskan kegiatan (surviving company) hams 
mengajukan permohonan Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan. 

c. untuk kegiatan yang masih dalam tahap pembangunan namun tidak memerlukan 
fasilitas fiskal, perusahaan yang meneruskan kegiatan (surviving company) dapat 
melakukan Pendaftaran atau langsung mengajukan permohonan Izin Usaha/Izin 
Usaha Perluasan apabila telah siap produksi/operasi komersial. 

BABX 

FASILITAS FISKAL, NON FISKAL DAN INSENTIF DAERAH 

Pasal 15 

(1) Permohonan fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bagi penanaman 
modal diajukan kepada PTSP BKPM. 

(2) Permohonan baru fasilitas nonfiskal berupa IMTA diajukan kepada PTSP BKPM. 

(3) Pennohonan perpanjangan IMTA bagi tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya di Daerah 
diajukan kepada KPPT. 

Pasal 16 

(1) Penanaman modal PMDN yang memerlukan insentif daerah dan/atau kemudahan 
penanaman modal di daerah dapat mengajukan permohonan ke KPPT. 

(2) Ketentuan mengenai pemberian insentif dan/atau kemudahan daerah dilaksanakan 
berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pemberian insentif 
dan pemberian kemudahan penanaman modal di daerah. 

BAB XI 

PENERBITAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN 

Pasal 17 

Penerbitan perizinan dan nonperizinan yang diperoleh berdasarkan pendelegasian wewenang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ditanda tangani oleh Kepala KPPT atas nama 
Bupati. 
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BAB XII 

PELA YANAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL 

Bagian Kesatu 
Pendaftaran Penanaman Modal 

Pasal 18 

(1) Permohonan Pendaftaran PMDN yang nilai investasinya sampai dengan 
Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), yang memerlukan dan yang tidak 
memerlukan fasilitas fiskal disampaikan kepada KPPT. 

(2) Permohonan pendaftaran diajukan oleh perseorangan warga negara Indonesia dan/atau 
badan usaha Indonesia lainnya. 

(3) Permohonan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan 
formulir Pendaftaran, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan dilengkapi persyaratan bukti diri 
pemohon: 
a. rekaman KTP yang masih berlaku; 
b. rekaman akta pendirian perusahaan dan perubahannya beserta pengesahan dari 

Menteri Hukum dan HAM; 
c. rekaman NPWP baik untuk pemohon adalah perorangan maupun badan hukum; 
d. permohonan Pendaftaran ditanda tangani diatas materai cukup oleh seluruh 

pemohon (bila perusahaan belum berbadan hukum) atau oleh direksi perusahaan 
(bila perusahaan sudah berbadan hukum); 

e. surat kuasa asli bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak 
dilakukan secara langsung oleh pemohon/direksi perusahaan. 

(4) Pendaftaran diterbitkan dalam 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang 
lengkap dan benar. 

(5) Bentuk Pendaftaran tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(" Bagian Kedua 
Izin Prinsip Penanaman Modal 

rasal 19 

(1) Permohonan Izin Prinsip untuk perusahaan PMDN diajukan oleh: 
a. perseorangan Warga Negara Indonesia; 
b. Perseroan Terbatas (PT) dan/atau perusahaan nasional yang seluruh sahamnya 

dimiliki oleh Warga Negara Indonesia; 
c. Commanditaire Vennootschap (CV), atau Firma (Fa), atau Usaha Perseorangan; 
d. Koperasi; 
e. Yayasan yang didirikan oleh Warga Negara Indonesia /Perusahaan nasional yang 

seluruh sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia; atau 
f. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 

(2) Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh 
pemohon ke KPPT dengan menggunakan formulir Izin Prinsip, sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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(3) Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan 
persyaratan sebagai berikut : , 
a. bukti diri pemohon : 

I. pendaftaran bagi badan usaha yang telah melakukan pendaftaran; 
2. rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya untuk Perseroan 

Terbatas (PT), Commanditaire Vennootschap (CV), Firm.a (Fa) atau rekaman 
Anggaran Dasar bagi Badan Usaha Koperasi; 

3. rekaman pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Menteri Hukum dan 
HAM atau pengesahan Anggaran Dasar Badan Usaha Koperasi oleh instansi 
yang berwenang; 

4. rekaman KTP untuk perseorangan; 
5. rekaman NPWP. 

b. keterangan rencana kegiatan, berupa : 
I. uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi 

dengan diagram alir (flow chart); 
2. uraian kegiatan usaha sektor jasa. 

c. rekomendasi dari instansi pemerintah terkait apabila dipersyaratkan; 
d. permohonan yang tidak secara langsung disampaikan oleh pemohon ke KPPT 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai 
cukup yang dilengkapi identitas diri yangjelas dari penerima kuasa. 

(4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Izin Prinsip dengan 
tembusan pada : 
a. Kementerian Dalam Negeri; 
b. Kementerian Keuangan; 
c. Kementerian Hukum dan HAM u.p. Dirjen. Administrasi Hukum Umum; 
d. Kementerian yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan; 
e. Kementerian Negara Lingkungan Hidup [bagi perusahaan yang diwajibkan 

AMDAL atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)/Upaya Pemantauan 
Lingkungan (UPL)]; 

f. Kementerian Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah (bagi bidang 
usaha yang diwajibkan bermitra); 

g. Gubemur Bank Indonesia; 
h. Kepala Badan Pertanahan Nasional (bagi penanam modal yang akan memiliki 

lahan); 
1. Direktur Jenderal Pajak; 
J. Direktur Jenderal Bea dan Cukai; 
k. Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan; 
1. Gubemur Jawa Tengah; 
m. Bupati Semarang; 
n. Kepala BPMD Provinsi Jawa Tengah. 

(5) Izin Prinsip diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan 
dengan lengkap dan benar. 

( 6) Bentuk Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat ( 5) sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Ketiga 
Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal 

Pasal 20 

(I) Permohonan Izin Prinsip Perluasan, diajukan dengan menggunakan formulir Izin Prinsip 
Perluasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan dilengkapi persyaratan : 
a. rekaman Izin Usaha, bila diperlukan; 
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b. rekaman Akta Pendirian dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari 
Kementerian Hukum dan HAM; 

c. keterangan rencana kegiatan, berupa : 
I. uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku clan dilengkapi 

dengan diagram alir (flow chart); 
2. uraian kegiatan usaha sek.tor jasa. 

d. rekaman Izin Prinsip dan/atau perubahannya. 
e. dalam hal terjadi perubahan penyertaan dalam modal perseroan yang 

mengakibatkan terjadinya perubahan persentase saham antara asing dan Indonesia 
dalam modal perseroan atau terjadi perubahan nama dan negara asal pemegang 
saham, perusahaan harus menyampaikan : 
1. kesepakatan perubahan komposisi saham antara asing dan Indonesia dalam 

perseroan yang dituangkan dalam bentuk rekaman Risalah Rapat Umum 
Pemegang Saham (RUPS)/ Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh 
pemegang saham dan telah dicatat oleh Notaris atau rekaman Pemyataan 
Keputusan Rapat/ Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang 
memenuhi ketentuan Pasal 21 dan Bab VI Undang-Undang Nomor 40 Tahun 
2007 tentang Perseroan Terbatas, dilengkapi dengan bukti diri dari pemegang 
saham baru; 

, .,," 2. kronologis penyertaan dalam modal perseroan sejak pendirian perusahaan sampai 
dengan permohonan terakhir. 

f. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM); 
g. Permohonan Izin Prinsip Perluasan : 

1. disampaikan oleh direksi perusahaan ke KPPT; 
2. permohonan yang tidak secara langswig disampaikan oleh direksi perusahaan ke 

KPPT harus dilampiri surat kuasa. 

(2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Izin Prinsip 
Perluasan dengan tembusan pejabat Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 
(4). 

(3) Izin Prinsip Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 3 
(tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan lengkap clan benar. 

(4) Bentuk Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VI 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Keempat 
Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal 

Pasal 21 

(1) PMDN dapat mengubah : 
a. ketentuan bidang usaha termasukjenis dan kapasitas produksi; dan/atau 
b. penyertaan modal dalam perseroan; 
c. jangka waktu penyelesaian proyek; 
yang tercantum dalam Izin Prinsip atau Izin Prinsip Perluasan. 

(2) Atas perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan harus memiliki Izin 
Prinsip Perubahan. 

(3) Permohonan Izin Prinsip Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan ke 
KPPT. 
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Pasal 22 

(1) Perubahan pen_y-ert_aan dalam modal perseroan yang wajib memiliki Izin Prinsip 
Perubahan mehputI perubahan persentase kepemilikan saham asing serta perubahan 
nama dan negara asal pemilik modal asing. 

(2) Pada perusahaan terbuka (Tbk) : 
a. wajib memiliki Izin Prinsip Perubahan apabila perubahan terjadi pada saham 

pendiri/ pengendali yang dimiliki paling sedikit 2 ( dua) tahun dan dilakukan di 
pasar modal dalam negeri; 

b. tidak diwajibkan memiliki Izin Prinsip Perubahan apabila perubahan terjadi atas 
saham yang berada dalam kelompok saham masyarakat. 

Pasal 23 

(1) Jangka waktu penyelesaian proyek ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal 
diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal. 

(2) Apabila diperlukan, jangka waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat diberikan perpanjangan tambahan waktu penyelesaian proyek. 

Pasal 24 

(1) Perusahaan PMDN yang telah memiliki Izin Prinsip dan telah maupun yang belum 
merealisasikan fasilitas fiskal/ nonfiskal atau telah memiliki Izin Usaha, dapat mengubah 
lokasi proyek penanaman modalnya. 

(2) Atas perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan mengajukan 
permohonan Izin Prinsip Perubahan ke PTSP di lokasi yang baru dengan melampirkan 
surat rekomendasi pindah lokasi dari KPPT. 

Pasal 25 

(1) Perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Pendaftaran atau Izin Prinsip selain 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), perusahaan harus melaporkan 
perubahan tersebut ke PTSP dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 

(2) Berdasarkan laporan tentang perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), KPPT 
menerbitkan surat telah mencatat perubahan tersebut, sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 26 

(1) Permohonan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 21 ayat (1), dengan menggunakan formulir Izin Prinsip Perubahan sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini dan dilengkapi persyaratan : 
a. rekaman Izin Prinsip Penanaman Modal yang dimohonkan perubahannya; 
b. rekaman Akta Pendirian dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari 

Kementerian Hukum dan HAM; 
c. untuk perubahan bidang usaha (jenis/kapasitas produksi) dilengkapi dengan : 

1. keterangan rencana kegiatan, berup~ uraian proses produksi yang 
mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir (flow 
chart); 
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2. rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi terkait, bila 
dipersyaratkan. 

d. untuk: perubahan penyertaan dalam modal perseroan dilengkapi dengan : 
1. kesepakatan para pemegang saham tentang perubahan persentase saham antara 

asing dan Indonesia dalam perseroan yang dituangkan dalam bentuk rekaman 
Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/ Keputusan Sirkular yang 
ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat oleh Notaris atau 
rekaman Pemyataan Keputusan Rapat/ Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta 
Notaris, yang memenuhi ketentuan Pasal 21 dan Bab VI Undang-Undang 
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan dilengkapi dengan 
bukti diri pemegang saham baru; · 

2. kronologis penyertaan dalam modal perseroan sejak pendirian perusahaan 
sampai dengan permohonan terakhir; 

3. khusus untuk: perusahaan terbuka (Tbk), permohonan dilengkapi dengan 
persyaratan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di pasar modal. 

e. untuk: perubahan jangka waktu penyelesaian proyek dilengkapi dengan alasan 
perubahan; 

f. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir; 
g. Permohonan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal 

1. disampaik:an oleh direksi perusahaan ke KPPT; 
2. permohonan yang tidak secara langsung disampaikan oleh direksi perusahaan 

ke KPPT harus dilampiri surat kuasa bermaterai cukup yang dilengkapi dengan 
identitas diri yang jelas dari penerima kuasa. 

(2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Izin Prinsip 
Perubahan Penanaman Modal dengan tembusan kepada pejabat Instansi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 19 ayat ( 4 ). 

(3) Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja 
sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar. 

(4) Bentuk: Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Bagian Kelima 
Izin Usaha 

Pasal 27 

(1) Perusahaan PMDN yang telah memiliki Pendaftaran/ Izin Prinsip/ Surat Persetujuan 
Penanaman Modal harus memperoleh Izin Usaha untuk: dapat memulai pelaksanaan 
kegiatan operasi/produksi komersial kecuali ditentuk:an lain oleh Peraturan Perundang­
undangan sektoral. 

(2) Perusahaan PMDN yang telah memiliki Izin Prinsip Perluasan/ Surat Persetujuan 
Perluasan Penanaman Modal, harus memperoleh Izin Usaha Perluasan untuk: dapat 
memulai pelaksanaan kegiatan operasi/ produksi komersial atas proyek perluasannya, 
kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan sektoral. 

(3) Perusahaan PMDN yang tidak memerlukan fasilitas dan tidak memiliki Pendaftaran 
Penanaman Modal diwajibkan mengajukan permohonan Izin Usaha pada saat 
melakukan produksi komersial. 

(4) Perusahaan PMDN yang masing-masing telah memiliki Izin Usaha dan kemudian 
melakukan penggabungan perusahaan (merger) langsung mengajuk:an permohonan Izin 
Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger). 
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(5) Perusahaan PMDN yang telah memiliki Izin Usaha dapat melakukan perubahan atas 
ketentuan yang tercantum dalam Izin Usahanya, meliputi perubahan lokasi proyek, jenis 
produksi/diversifikasi produksi tanpa menambah mesin/peralatan dalam lingkup 
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha yang sama, penyertaan dalam modal perseroan, 
perpanjangan Izin Usaha dengan menga_;ukan permohonan Izin Usaha Perubahan. 

(6) Izin Usaha berlaku sepanjang perusahaan masih melakukan kegiatan usaha, kecuali 
ditentukan lain oleh Peraturan Perunclang-unclangan sektoral. 

Pasal 28 

(1) Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), 
ayat (3 ), ayat ( 4) dan ayat ( 5) diajukan ke KPPT. 

(2) Atas Surat Persetujuan atau Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal yang 
diterbitkan oleh BKPM sebelum berlakunya Peraturan ini, maka Permohonan Izin 
Usahanya, diajukan kepada KPPT. 

(3) Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan 
ayat (3) diajukan dengan menggunakan formulir Izin Usaha sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran XII untuk yang berlokasi diluar kawasan industri dan Lampiran XIII 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini untuk yang berlokasi 
di dalam kawasan industri, dengan dilengkapi persyaratan : 
a. Laporan Hasil Pemeriksaan proyek (LHP), untuk permohonan Izin Usaha atau Izin 

Usaha Perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) yang 
kegiatan usahanya memerlukan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan; 

b. rekaman akta pendirian clan pengesahan serta akta perubahan clan pengesahan dari 
Kementerian Hukum clan HAM; 

c. rekaman pendaftaran/lzin Prinsip/lzin Prinsip Perluasan/Surat Persetujuan 
Penanaman Modal/Izin Usaha dan/atau Surat Persetujuan Perluasan Penanaman 
Modal/lzin Usaha Perluasan yang dimiliki; 

d. rekaman NPWP; 
e. bukti penguasaan/penggunaan tanah atas nama : 

1. rekaman sertifikat Hak Atas Tanah atau akta jual beli tanah oleh PP AT; atau 
2. rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah. 

f. bukti penguasaan/penggunaan gedung/bangunan : 
1. rekaman Izin Mendirikan Bangunan (1MB); atau 
2. rekaman akta jual beli/perjanjian sewa menyewa gedung/bangunan. 

g. rekaman Izin Gangguan (UUG/HO) atau rekaman Surat Izin Tempat Usaha (SITU) 
bagi perusahaan yang berlokasi di luar kawasan industri; 

h. rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir; 
1. rekaman persetujuan/pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 

(AMDAL) atau rekaman persetujuan/pengesahan dokumen Upaya Pengelolaan 
Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); 

J. Permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi perusahaan; 
k. Surat Kuasa bermaterai cukup yang dilengkapi dengan identitas diri yang jelas dari 

penerima kuasa untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara 
langsung oleh direksi perusahaan. 

(4) Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) diajukan dengan 
menggunakan formulir Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal 
(merger) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Pcraturan Bupmi ini , d ngan dik11gb,pi pGrsyaratan : 
a. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dengan pengesahan dari 

Menteri Hukum clan HAM untuk masing-masing usaha; 
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b. Kesepakatan seluruh pemegang saham masing-masing perusahaan baik: perusahaan 
yang meneruskan kegiatan (surviving company) maupun perusahaan yang 
menggabung (merging company) tentang persetujuan penggabungan perusahaan 
dalam bentuk akta Pemyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang 
memenuhi ketentuan Bab VI Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas; 

c. Kesepakatan seluruh pemegang saham perusahaan yaitu perusahaan yang 
meneruskan kegiatan (surviving company) dan perusahaan yang menggabung 
(merging company) tentang rencana penggabungan perusahaan dalam bentuk akta 
merger yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM. 

d. Rekaman Izin Usaha, Izin Prinsip/Surat Pemyataan Persetujuan Penanaman Modal 
dan Perubahannya dari masing-masing perusahaan; 

e. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir bagi 
perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha (surviving company); 

f Surat Kuasa bermeterai yang cukup yang dilengkapi dengan identitas diri yang jelas 
dari penerima kuasa untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara 
langsung oleh direksi perusahaan. 

(5) Pcrmohonan tzin Usaha Perubrthan sc:Jaguimnnu dimaksc1d <lulam Pusul 27 ayut (5) 
diajukan dcngan menggunakan Surnt 1 .:rmohonan dcngan dilcngk .. 1 Ji dat:.t pcndukung 
atas perubahan yang diajukan. 

(6) Perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Izin Usaha selain yang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), perusahaan harus melaporkan perubahan dengan 
menggunakan Surat Pemberitahuan. Berdasarkan laporan perusahaan tersebut, KPMPT 
menerbitkan Surat telah mencatat perubahan. 

(7) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) 
ditcrbitkan lzin Usaha atau Lr.in Us::. ;a Pcrluasan atau Izin u~ .ha Penggabungan 
Perusahaan Penanaman Modal (merger) atau lzin Usaha Perubahau dengan tembusan 
kepada pejabat instansi : 
a. Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan; 
b. Kepala BKPM; 
c. Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan; 
d. Direktur Jenderal Pajak; 
e. Gubemur Jawa Tengah; 
f. Kepala BPMD Provinsi Jawa Tengah. 

(8) Izin Usaha atau Izin Usaha Perluasan atau Izin Usaha Penggabungan Perusahaan 
Penanaman Modal (merger) diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak 
diterimanya permohonan yang lengkap dan benar. 

(9) Izin Usaha Perubahan diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya 
permohonan yang lengkap dan benar. 

(10) Bentuk Izin Usaha atau Izin Usaha Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

(11) Bentuk Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(12) Bentuk Izin Usaha Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam 
Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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BAB XIII 

PELA YANAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL 

Bagian Kesatu 
Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Mesin, Barang dan Bahan 

Paragrafl 
Pennohonan Fasilitas Bea Masuk Atas lmpor Mesin 

Pasal 29 

Pennohonan fasilitas bea masuk atas impor mesin bagi perusahaan PMDN yang telah 
mendapat Izin Prinsip Penanaman Modal dari KPPT diajukan kepada PTSP-BKPM. 

Paragraf2 
Perubahan/Penambahan Fasilitas Bea Masuk atas lmpor Mesin 

Pasal 30 

Pennohonan Perubahan/Penambahan Fasilitas Bea Masuk atas Impor Mesin bagi perusahaan 
PMDN yang telah mendapat Surat Persetujuan Fasilitas Bea Masuk sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 29, diajukan kepada PTSP-BKPM. 

Paragraf3 
Perpanjangan Waktu Pengimporan Mesin 

Pasal 31 

Permohonan Persetujuan Perpanjangan Waktu Pengimporan Mesin bagi perusahaan PMDN 
yang telah mendapat Surat Persetujuan Fasilitas Bea Masuk., diajukan kepada PTSP-BKPM. 

Bagian Kedua 
Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan 

Paragraf 1 
Permohonan Fasilitas Bea Masuk Atas lmpor Barang dan Bah.an 

Pasal 32 

Permohonan fasilitas bea masuk atas impor barang clan bahan bagi perusahaan PMDN yang 
telah mendapat persetujuan fasilitas pembebasan atas impor mesin diajukan ke PTSP-BKPM. 

Paragraf2 
Perubahan/Penambahan Fasilitas Bea Masuk Atas lmpor Barang clan Bahan 

Pasal 33 

Permohonan Persetujuan Perubahan/Penambahan Fasilitas Bea Masuk Atas lmpor Barang dan 
Bahan bagi perusahaan PMDN yang telah mendapat Surat Persetujuan Fasilitas, diajukan 
kepada PTSP-BKPM. 
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Paragraf3 
Perpanjangan Waktu Pengimporan Barang dan Bahan 

Pasal 34 

(1) PMDN yang telah memperoleh fasilitas bea masuk: atas impor barang clan bahan, apabila 
belum menyelesaikan impomya dalam waktu 2 (dua) tahun diberikan perpanjangan 
waktu pengimporan selama I (satu) tahun terhitung sejak berakhimya masa berlaku 
fasilitas barang dan bahan. 

(2) Pennohonan Persetujuan Perpanjangan Waktu Pengimporan Barang clan Bahan bagi 
perusahaan PMDN yang telah mendapat Surat Persetujuan Fasilitas Penanaman Modal, 
diajuk:an ke PTSP-BKPM. 

Bagian Ketiga 
Usulan Fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Badan 

Pasal 35 

(1) Perusahaan PMDN yang bergerak di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah­
daerah tertentu, dapat diberikan usulan untuk: mendapatkan fasilitas pajak penghasilan 
badan. 

(2) Pennohonan usulan untulc mendapatkan fasilitas pajak penghasilan badan bagi 
perusahaan PMDN, wajib pajak dalam negeri perseroan terbatas dan koperasi diajuk:an 
kepada PTSP-BKPM. 

Bagian Keempat 
Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) 

Pasal 36 

(1) Perusahaan PMDN yang akan melaksanakan sendiri pengimporan mesin/peralatan dan 
barang dan bahan untuk: dipergunakan sendiri dan/atau untuk: menduk:ung proses 
produksi, hams memiliki Angka Pengenal Importir Produsen (API-P). 

(2) Pennohonan untuk memperoleh API-P sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diajukan 
kepada PTSP-BKPM. 

Pasal 37 

(I) Untuk: setiap perubahan ketentuan yang telah ditetapkan dalam API-P harus mengajukan 
pennohonan perubahan API-P. 

(2) Pennohonan perubahan API-P sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diajukan ke PTSP­
BKPM. 

Bagian Kelima 
Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing 

Pasal 38 

(I) Perusahaan PMDN yang akan menggunakan tenaga kerja asing untuk: menduk:ung 
proses produksi, hams mengajukan pennohonan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja 
Asing (RPTKA). 
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(2) Permohonan RPTKA sebagaimana climaksud pada ayat (1) diajukan kepada PTSP­
BKPM. 

Pasal 39 

(1) Setiap perubahan dan perpanjangan RPTKA harus memperoleh pengesahan RPTKA. 

(2) Perubahan PTKA sebagaimana dimakrnd pada ayat (1) meliputi perubahan jabatan, 
lokasi clan jumlah tenaga asing diajukan ke PTSP-BKPM. 

Bagian Keenam 
Layanan Informasi Dan Layanan Pengaduan 

Paragraf 1 
Layanan lnformasi 

Pasal 40 

(1) Layanan lnformasi yang terkait dengan penanaman modal dilakukan oleh KPPT kepada 
para penanam modal. 

(2) Ruang lingkup yang disediakan mencakup informasi dan bimbingan, antara lain tentang: 
a. penyelenggaraan pelayanan Perizinan clan Nonperizinan penanaman modal; 
b. prosedur alur proses/mekanisme pelayanan penerbitan persetujuan Perizinan clan 

N onperizinan; 
c. pengisian formulir permohonan Perizinan dan Nonperizinan; 
d. persyaratan, peraturan dan ketentuan yang terkait dengan proses penerbitan 

persetujuan Perizinan dan Nonperizinan. 

Paragraf2 
Layanan Pengaduan 

Pasal 41 

(1) KPMPT menyediakan layanan pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan penanaman 
modal bagi para Penanam Modal. 

(2) Pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara langsung disampaikan kepada KPPT dan 
secara tidak langsung melalui SPIPISE. 

BAB XIV 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 42 

Semua perizinan dan Nonperizinan PMDN yang telah diterbitkan sebelum berlakunya 
Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya perizinan dan 
nonperizinan berakhir. 
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(2) Permohonan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada PTSP­
BKPM. 

Pasal 39 

(1) Setiap perubahan dan perpanjangan RPTKA harus memperoleh pengesahan RPTKA. 

(2) Perubahan PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan jabatan, 
lokasi clanjumlah tenaga asing diajukan ke PTSP-BKPM. 

Bagian Keenam 
Layanan Informasi Dan Layanan Pengaduan 

Paragraf 1 
Layanan lnformasi 

Pasal 40 

(1) Layanan Informasi yang terkait dengan penanaman modal dilakukan oleh KPMPT 
kepada para penanam modal. 

(2) Ruang lingkup yang disediakan mencakup informasi clan l?imbingan, antara lain tentang: 
a. penyelenggaraan pelayanan Perizinan clan Nonperizinan penanaman modal; 
b. prosedur alur proses/mekanisme pelayanan penerbitan persetujuan Perizinan clan 

Nonperizinan; 
c. pengisian formulir permohonan Perizinan clan Nonperizinan; 
d. persyaratan, peraturan clan ketentuan yang terkait dengan proses penerbitan 

persetujuan Perizinan clan Nonperizinan. 

Paragraf2 
Layanan Pengaduan 

Pasal 41 

(1) KPMPT menyediakan layanan pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan penanaman 
modal bagi para Penanam Modal. 

(2) 

' . : 
,•,t'. 

Pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan p,ei;i~aman modal sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara hm.gsung di~ampaikan kepada' KPMPT clan 
secara tidak langsung melalui SPIPISE. ·· · · · · · , · 

BAB XIV' ··. 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal42 

Semua perizinan dan Nonperizinan PMDN yang telah di~e.rb~tk3.Q. .. s~belwn .. ht::~lakunya 
Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya perizinan dan 
nonperizinan berakhir. 

l ,. 1 

500 



BABXV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 43 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati lill 

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang. 

Diundangkan di Ungaran 
pada tanggal 09 - 09 - 2011 

Pit SEKRET ARIS DAERAH 
KABUPATEN SEMARANG 

Ditetapkan di Ungaran 
pada tanggal 08 - Oj- :/,Off 



Lampiran I Peraturan Bupati Semarang 
Nomor ~<f Tabun ,20/1 
Tanggal tJ8 - o!] - ,2orr 

Bentuk Perm~honan Pendaftaran Penanaman Modal 
(lnvestme11t Registration Apphcatian Form) 

PERl\,iOHONAN PENDAITARAN PENANAMAN MODAL 
(APPIJCA110N FOR INVESTMENT REGISTRATION) 

Permohonan PENDAITARAN PENANAMAN MODAL ini diajukan kepada Kantor Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk rencana penanaman modal dalam rangka Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2007. 
11us INVESTMENT REGISTKA110N is herevvith submitted to the One Door: Integrated Services 
Office for the purpose of investment under the Investment La.w No. 25 of 2007. 

I. K£1'EltANGAN PEM.OHON 
I. DETAILS OF APPLICANT 

Jib perusahaan belWX::berbadan hukum ma.ka pemohon diisi dengan data seluruh calon 
pemegang saham perusah.aan yang akan didirikan. 
IF the company is not yet incorporatet; then the applicant data should be fiUed out with 
all participant's data of the company which is about to be <islabUshed 

1. Nama Perusahaan (tentatif/tetap)? 
Nanzeol'ColnJ)lllly (tentative/.ixed)? . ••H••······································· 

2. Na.ma Pemohon 
Name of Applicant 

S. Penyertaan Da1aJn Modal Perseroan 
Shareholding (s} 
Hanya dilsi untuk perusahaan penanaman modal asin,g 
For foreign direct investment company only 

a. Peserta Asing Alamat dan Negara 
Foreign Shareholder (s) A:lal 

Address and Country 
ofnritnn 

SubTotal 

b. Peserta Indonesia Alamat 
Indonesian Shareholder (s) Address 

c. Total ( a + b) 

Rp/US$ *) %**) 

Rp/US$ *) % '"") 

! 

100% 

•--- l,,miJar saham/tbe pm:cntage is upon 
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4. Alamat Korespondensi 

CorresJX:mdcnce Address 

- Nomor Telepon 
Phone number 

- Faksimili 
Faxmile 

- E-mail 
E-mail address 

. 

. ············································· .............. -.......... -.................... . 

. . .............................................. . 
. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . " ...................... . . - .................................................. . 

. 
• • ••••••••••••••••••••••• - ••••••••••••••• t •••• . 
♦ ♦♦ •I• ♦• ♦♦♦♦♦♦' ♦♦♦♦• ♦• 11 ■• e ♦♦♦♦♦■ <I•. ♦♦ I ♦♦♦♦♦ e ■ ■ . 
• • ••••• •·• •• " •••••• + .............................. . 

. 

. ············································· 

5. Aleta Pendirian dan Perubahannya (Nama Notaris, Nomor clan Tanggal) dan 
Pengesahan Menteri Huk.um dan HAM (Nomor dan TanggaU 
..........•......................•........... 
1/anya diisijib pet'IUIU1UII sudah /JerbRdan hokum 
Company's Deed of Establishment and its Amendment {Name, Noury and Date) and 
ugalisation from the Minister of Ltlw and Human Rights (Number and Date): ....•.•.. 
Should be li1k:d out if the company is alrt:lldy incorpora~d 

Il. KETERANGAN RENCANA PENANAMAN MODAL 
DF.SClllrDON OF INVESI'MENT/PROJECI' PLAN 

Jib penanaman modal yang direncanakan abn mencakup lebih dari satu bidang usaha 
dan/atau direncanalau, akan berada di lebih dari satu Kabupaten/Kota atau lebih dari 
aatu Provimi, maka rencana kegiatan (bidang usaha, lokasi , jenis/kapasitas produksi 
dan niJai inveswi) hams dirinci untuk setiap bidang usaha dan/atau untuk setiap lokasi. 
If the proposed investment/project is planned to cover more than one sector/ line of 
business and/or planned to loca-te in more 'than one Regency/Municipality or more than 
one Province, then the investment/project plan (line of business, location, 
type/production capacity and investmt:nt funds) should be specified for eac1I sector/ One 
of business IUld/or for each location. 

1. BidangUsaha 
Line of /Jusiness 

2. Lokasi Proyek 
Project Location 
Kabupa.ten/Kota 
.llcgency/Municipality 
Provinsi 
Province 

3. Produbi Per Tahun 
Production -per Year 

Jenis Barang/Jasa 
1ype of Goods/Services 

KBLI 
(Standard 

Classification of 
Indonesia 

Business Field) 

. . ••••••........................•...•..•...•..• 

. ············································· 

.•..•........•..•.•....••.••...••••••....••... 

. ············································· . 

. ············································· 
♦ 

. ······································~······ 

Sat11an Kapasitas Keterangan 
Unit Capacity Remark 

.. 



4. lnvestasi (Rp/US$)i 
') core/ yang tidak pcrlu 

3. Investment (Rp/US$) ? 
•J stripe which is no/ applicable 

PERNYATAAN 

DECLAKATION 

.. , ....................................... . 

Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh seluruh 
pemohon atau kuasanya di atas materai yang cukup dan sewaktu~waktu dapat 
dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/ data bailc yang terlampir maupun yang 

~ disampaihn kemudian. 

We acknowledge that this application has been properly and duly executed, signed by all 
applicants or theirs representative which is authorized by the Power of Aftomey with 
sufiicient sta.mp duty and We (the participants) are responsible for )ts accumcy, correctness 
and completeness including all attached dOluments/ data or submitted later. 
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......•......................... , .......... 20 ....... . 
Pemohon, 
Applicant 

Materai Rp. 6.000, .. 
Stamp Duty of Hp. 6.000,00 

.•.....••.......•••..•.•.•.•..•..••..•.. 
Tandatangan dan Nama jelas 

Name and Sign;lture 



1ampiran: 
EnclolUres: 

1. Surat dari instansi pemerintah negara yang bersangkutan atau surat yang dikeluarkan 
oleh Kedutaan Besar/kantor perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia 
untuk pemohon adalah Pemerintah Negara Lain; 

Letter of recommendation from the related country or lefter which is issued by the 
Embassy/ Representative Office of the related country in Indonesia 1f the applicant is 
11te Government of another country; 

Z. Rekaman paspor yang masih berlaku untuk pemohon adalah perseorangan asing; 
Copy of valid passport if the applicant is foreign individual; 

3. Rebman Anggaran Dasar (Article of Association) dalarn bahasa .lnggris atau 
terjemahannya dalam bahasa Indonesia dari penterjemah tersumpah untuk pemohon 
adalah badan usaha asing; 

Copy of Article of Association of the company in English or its 11-anslations in Bahasa 
frtmt swom translator if flte applicant is foreign company; 

4. Kekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku untuk pemohon adalah 
perseorangan Indonesia; 

Copy of valid Identity Cant (KTP) if the applicant is Indonesian individual; 

5. lekaman Akta Pendirian Perusahaan clan perubahannya beserta pengesahan dari 
Menteri Hukwn dan Hak Asasi Manusia untuk pernohon adalah badan usaha 
Indonesia; 

Cq,y of Article of Eftablislunent of the company and any amendment (s) and approval 
form the Minister of I,aw md Human Rights if the llpplicant is incorporated under tile 
law of Republic of Indont:Sill; 

6. lekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWl? baik: untuk pemohon adaJah 
perseorangan Indonesia maupun badan usaha Indonesia; 

Copy of Tax 8egislration Code Number (NFWP) for the applicant, either for 
lndont:silln individual or company which is incorpomted under the Jaw of Republic of 
Indonesia; 

7. Permohonan dita.nda~ di at.as materai cukup oleh seluruh pemohon (bila 
perusahaan belum berbadan hukurn) at.au oleh direbi perusahaan (bila perusahaan 
sudah bemadan hukum) dilengkapi Surat Kuasa bennaterai cukup untulc pengurusan 
permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon/ direksi 
perusahaan. (ketentua.n tentang surat kuasa di8lur pada Pasa163 Peraturan ini). 

11lis application should be properly and duly signed with sufficient stamp duty by all 
applicants {if the company is not yet incorporated) or by the company7s Board of 
Directors (if the company i8 aln:ady incorpomted) atblched with Jbwer of Attomey 
with sufficient stamp duty from whom signs and/or submits the application u the 
applicant is represented by an.other party (provisions concerning the Fower of 
Attorney is strictly rcgulatedin this rr,g11!ation {article 6S). 
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Lampiran II Peraturan Bupati Semarang 
Nomor $' Tabun .florr 
Tanggal 08 - O.!J - JiO/r 

Bentuk Pendaftaran Penanaman Modal 

KOP SURAT KPPT KABUPATEN SEMARANG 

PENDAFl'AIAN PENANAMAN MODAL 
Nomor Peru.sahaan->: 
Nomor 

Sehubungan denga.n permohonan yang Saudara sampaikan tanggal ................ 
1 
dengan 

ini diberitahukan bahwa berdasarkan UJldMs-Undang Nornor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal, Pemerintah Republik Indonesia memberikan PEllSfflJJUAN AW AL 
fF.NANAMAN MODAL sebagai berikut : 

1. Nama Penuahaan 
Z. Na.ma Pemohon '") 
3. Alamat Korespondensi 
4. Lowi Proyck 
5. Bidang Usaha ~ 

Produbi 

!fasa 
................................... 
·····················-··········· 

6. lencana lnveslui 

Kete_ 

KEPALAKPPTKABUPATEN SEMARANG v 

······························································ 

L laddlnn ini maupala pallMn ~ Iba pcndirian pa,aaliMft ,ena-. dallr hip p:11&11NSM pedzinan clla 
-,.e1niN1pdillt pen • ..w...,.. 

2. ......_,,.. lid, .. dMiPdetle9ildi"mpaaba pendiriimpa'IUIUlll..U.1111111111 .... jqb wal:la 6 <eum> Wan .;.t 
fllllpldileltilbn,clinJ,llballlllllclClllilllbm. 

:,. Afll,ilaadapertdMhaa ... lidag'Ullhao,alir5),paaolaaha,o.iabbllfclldllllmaalUlliclang.iuehaJU13daniawi 



Lampiran ID Peraturan Bupati Semarang 
Nomor !JV Tabun -'. O fl 
Tanggal t>8 - 05 - tP.efr 

Bentuk Pennohorum Izin Prinsip Penanaman Modal 

PERM:OHONAN IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL 

Pennohonan I'lIN PRINSIP PENANAMAN MODAL ini diajukan kepada Kantor Pelayanan 
Terpadu Satu Pinttl (YfSP) untulc mendapatkan persetujuan fasilitas penanaman modal 
da1atn nmgka Undang-Undang Nomor 25 Tamm 2007. 

I. KETEKANGAN PEMOHON 

1. Nomor Pendaftaran (jika ada) 

2. Nama Perusahaan 

3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

4. Akta Pcndirian dan Pcrubha.nnyi:i 
(Nllillll No/mis, Nomordan Tanggal) 

5. Pengesahan .Menteri Hubun dan 
Bak Asasi Manmia (HAM) 
(Nomordan TanggaJ) 

6. Alamat Lengbp tennasuk 

-NomorTelepon 
• Faksimili 
- E-mail 

II. IET.EllANGAN IENCANA l'lOYEl 

....••••••..•.•..•..•.••••.•.•.•.............. 

. . ...........................•.....••......•... 

. 

. ············································· 

• • • ♦ ♦ ,0 I ••• II " "' • I • • •• 'O P 1t • ♦ • • ♦ • 1 ~ • ,. ♦ • I ♦ • • • "' " • ♦ ♦ ♦ ♦ 

. ·-~·········································· 

. . ············································· 
············································· . . ············································· . . ···························--················ 

. ············································· 

A. RENCANAKEGIATAN 
Jib proyck ~nCllrlabm abm mencakup Jebih dari satu bidang usaha clan atau 
direncanabm aJcan bcmda di lcbih dari satu Kabupaten/Kota, maka n:ncana 
kegiatan (bidang usaha, Jokasi, produksi, pemllSU8ll, peoggunaan f1111ah, fe11Jl!a 
mja clan invcstasi) harus dirinci untul sebilp bidang usaha dan/atau untuk senap 
Jokasi. 

1. Bidang Usaha 

2. Lokasi Proyek 
Alamat 
Kabupaten/Kota 
Provinsi 
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. . .......................... -.................... "' ... . 

. . ............................................ . 



3. Produksi Per Tahwt 

Jenis Baransdlasa KBLI Satuan Kanasitas Ketera~an 

········· ············ ............... . ................ . 

4. Pemasaran Per Tahun 

Jenis Barang/Jasa Ekspor (%) 

.................................................. ,............... . .... , ................................. . 

..................................................................... ·················••··················· 
Perkiraa.n Nilai Ekspor per tahun : US$ .......................... . 

5. Luas Tanah yang diperlu.kan : ..................................... m2/Ha*) 
? Ccrd yang lid.,.k perlu 

6. Tenaga Kerja Indonesia : ..................................... orang 

7. lnvestasi (Rp/US$)*) 
a. Modal Tetap 

- Pembelian dan Pematangan Tanah 
- Bangunan / Gedung 
- Mesin/Peralatan dan SUku cac.iang . . •.•.••......•.••••...••.••.....•. 
-Lain-lain . 

. ································· 
SubJumlah . . ••••............................. 

b. Modal Kerja (untuk 1 tum over) . . ..••...............•....•........ 
Jumlah .. ) . . . ... . ..... ....... .. .. ... . . . . . .. ..... 
, cordyangtiddpt:du 
") tcnn/Ullk n0M 111esin/pt:a/ldlul dim $llXll clldlmgya,,g M:1111 diimpor.. 

8. Waktu Penyelesaian Proyek 
(dibihlllg sqjak tangg,aJ lzin Prinsip dilerbitbn) 

: .......................................... bulan 

B. RENCANA PERMODALAN 

1. Sumber Pembiayaan (Rp/US$) *) 
a. Modal Sendiri .................................. 
b. Laba clitanam kembali 
c. Pinjaman 

- Pinjaman Dalam Negeri 
- Pinjaman Luar Negeri 

Jumlah ") 
•) ~I yang tidak perlu 
.. > Jumiah sumbcr pcmbiil)'IUUI $llllU bcsar dcnganjum/a.h rMClllU mvestasJ: 

2. Modal Perseroan (Rp/US$)*) 
a. Modal Dasar 
b. Modal Ditempatkan 
c. Modal Disetor **) 
, Com yang tidu perlu 
., ModllJ dbt:k,r.<>~ bt:sardeng,an modal ditempal.hn 
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3. Penyertaan Dalarn Modal Perseroan 
Hanya diisi oleh perusahaan penanaman modal asin,g 

a. Peserta Asinq Rp/US$ *) % **) 

Sub Total 
b. Peserta Indonesia Rp/US$ 1 

.................... __ ..,_ 
c. Total ( a + b ) ***) 100% 

•> Caret J'llltS tidak perlu 
*•) Prosenbue 11dablh a/Ju nillli .nominal modJl/ saham bu/am lembsr saham 
.. *) Tollll pcnycrtJIJU1 modal dJ,/11.111 pt:.nerollJJ SIUl1ll bcsar dt:nsan Z1JDdaJ disctor 

Ill. PERNYATAAN 

1. Apabila proyek ini dilcemudian hari menirnbulkan dampak negatif terhadap 
masyarakat dan linghmgan hidup, kami bersedia memilwl se~ akibat yang 
ditimbulkan termasuk penggantian keru.gian kepada masyarakat. 

2.. Permohona:n ini ka.mi buat dengan benar, ditandaJanga.ni oleh yang berhak di atas 
materai yang cuk.up dan sewaktu-waktu dapat dipcrtanggungjawabkan termasuk 
dolrumen/data bailc yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian . 

. . . . . • .. . •. •.. . . . . . . • . . . . . . . . . .. , .......... 20 ....... . 
Pemohon, 

TandaTangan 

Materai Rp. 6.000,-

·····-·····················-············ 
Nama dan Jabatan Penandatangan 



LAMPIRAN: 

1. Bu.kti diri pemohon : 
a. Rekaman Pendaftaran bagi badan usaha yang telah melakukan pendaftaran 
b. Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya. 
c. Rekaman Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Menteri Hukum clan HAM. 
d. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

2. Keterangan rencana kegiatan, berupa : 
a. Keterangan rencana kegiatan, berupa uraian proses produksi yang 

mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir/ Dow cl1art. 
b. Uraian kegiatan usaha sektor jasa. 

3. Rekomenctasi d.tri instansi pemcrinta'. tcrkait, bila tEpcn;yan1tka11. 
4. rennohonan dit:andatangani Ji atas 1uaterai cukup vkh dircksi pcrusahaan dikngk.api 

Surat Kuasa bennaterai cukup untuk pengurusan permohonan yanz tidak dilakukan 
secara langsung oleh direksi perusahaan (ketentuan tentang surat kuasa diatur dalam 
Pasal 63 Peraturan ini) 
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Lampiran IV Peraturan Bupati Semarang 
Nomor 9'( Tahon Jl f!'J rr 
Tanggal 1)8 - O!J - ,90/f 

Benwk lzin Prinsip Penanama.n Modal 

KOP SURAT KPMPT KABUPATEN SEMARANG 

IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL 
Nomor 

Sehubun,gan dengan permohonan yang Saudar'J. sampaikan tanggal 
•.•..•..................... , dan memperhatikan Pendaftaran Penanaman Modal Nomor ................ . 
tanggal ................ (bi/a ada}, dengan ini ch'beritahuk:an bahwa berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Unda118-Undang Nomor 10 Tahun 
1'995 jo. Nomor 17 Tahun ZOOG tcnt.m2 Kepubcanan, Undang-Undar1•~ Nomor 7 Tahun 
1983 t.euta11g Pajak l'c11&husiL.m .:;cbazai. .. ana tdah diubah terakiur c:cn0aH .Nomor 36 
Tahun 2008, Pemerintah Republik Indonesia memberikan IZIN PRINSIP PENANAMAN 
MODAL sebagai persetujuan prinsip fasilitas fisbl dan izin sementara sampai dengan 
perusahaan memperoleh Izin Usaha, sebagai berikut : 

I. DATA PROYEK: 
1. Nama Perusahaan 
2. Alamat 
3. Lolwi Proyek 
4. Bidang Usaha-> 

Produbi 
Jenis - , I Jasa KBU Satuan Kauasitas Keteranqan 

·····--····-·····················-········· ............ ............. . .... _ ........................ -.... . .................................... .. 

................ -----···· .... -.............. --·· .. -·. .... .. _ .... _ --.......... ..................................... .. .................. -................. . 
? l'enymll6n sesuai l'ctaJunut J'rr:siden No. 111 Tabun 2001 dan p:nJuran se.kfqn./ 

5. Nama pemegang sahain-> 
? pro,t:lllll#Mll3niJM"nominal mcdtll s,Jwn 

6. Nilai Investasi (Rp/US$)-> 
a. Modal Tetap 

- Pembelian dan Pematangan Tanah 
- Bangunan / Gedlll18 ....................... ,. .. ,. .. .: ...... 
- Mesin/Peralatan dan Suku cadang 
- Lain--Jain 
SubJumlah 

b. Modal Kerja (untuk 1 tu.rr, ovr:r) • • ............................... . 
Jumlah'i ................................ .. 
") core/ yang tidu p:rlu 
.. ) lmrwUk nilai mesin/pua/,lan dtut sulcu cong yang a/am diimpor. 

7. Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia : 

U. Fasilitas fenanaman MoJal : 
1. Pembebasan Bea Masuk atas pengimpora11 mesin7 barang dan bahan sesuai dengan 

Su.rat Keputusan Mcnteri Keuangan Nomor 176/PMK.Ol 1 /2009. 
2. Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan untuk Penanarnan Modal di bidang -

bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah t.ertentu, sesuai Peraturan 
Pemberintah No. 1 Tahun 2007 jo. No. 62 Tahun 2008. 



aapat aU.lDilfl 1}1.U:UlUUUl l-ClUJc:LIA i""rn .. -~UlJ ..... _ ---u- --·· ··~---,:--·· -··. 
KEPALA KPMPT KABUPATEN SEMARANG 

Tembusan kepada yth. : 
t. Kementerian Dalam Negeri; 
2. Kementerian Keuangan; 
3. Kementerian Hukum dan HAM u.p. Dirjen. Administrasi Hukum Umum; 
4. Kementerian yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan; 
5. Kementerian Negara Lingkungan Hidup [bagi perusahaan yang diwajibkan AMDAL atau Upaya 

Pengelolaan Lingkungan (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)]; 
6. Kementerian Negara Koperui dan Pengusaha Kecil dan Menengah (bagi bidang usaha yang diwajibkan 

bermitra); 
7. Gubernur Bank Indonesia; 
8. Kepala Badan Pertanahan Nasional (bagi penanam modal yang akan memiliki lahan); 
9. Direktur Jenderal Pajak; 
10. Direktur Jenderal Bea dan Cukai; 
11. Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan; 
12. Gubernur Jawa Tengah; 
13. Bupati Semarang; 
14. Kepala BPMD Provinsi Jawa Tengah. 

G, 



Lampiran V Peraturan Bupati Semarang 
Nomor ~<.( Tahuq ,3.0<( 
Tanggal 08 - 03 - aol( 

Bentuk Permohonan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal 

PERMOHONAN IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL 

Permohonan IZIN PRJNSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL diajukan kepada Kantor 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (I'l'SP) untuk mendapatkan persetujuan fasilitas atas 
perluasan penanaman modal dalam rangka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. 

I. KETEKANGAN PFMOHON 
1. Nama Perusahaa.n 
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

3. Akta Pendirian dan Feruba.hannya 
(Narna Notaris, Nomordan TanggaJ) 

4. Pengesahan Menteri Hukum dan 

. 

. ············································· 

. 

. ············································· 

. ············································· 
Hak Asasi Manusia (Nomordan Tangga1) 

5. Alamat Lengkap termasuk 

a. NomorTelepon 
b. Fak.simili 
c. E-mail 

G. Nomor dan Tariggal 
Izin Prinsip/ lzin Usaha 
serta perubahannya 

Il. ICEIEKANGAN IENCANA PROYEK 

A. RENCANA KEGIATAN 

. ············································· 

. . •.....•••...........•...................•.... 

Jilal Jobui proyek sama deogan b::giatan usaha sebt:lumnya maka sebdum 
melakubm pcrlUJlsan, pcrusaJwn wajib mt:miJj}j Izin Usaha terlebih dllhulu dan 
formulir permohonan izin prinsip perluasan ini hanya diisi dengan data. ta.mbahan 
kapasilas. 
Jika Jorui proyek perfus.w.n berbed:I densan kc~'?iatan usaha sebelumnya dan 
direr1c:inahu1 .zku1 ber.1£1.u di kbi; d:m· J~itu J(IJ1;~1pak:11/Kota., 1. -1ki d1LJ tambaluw 
kapasitas daJam fonnulir pcnnohoilllil izin priJ1Sip perluasa.IJ. ini harll.$ dirinci ui,tuk 
scti!lplobsi 

1. Bidang Usaha 
2. I.okasi Proyek 

Alamat 
Kabupaten/Kota 
Provinsi 

5t3 

. 
• ••••••.I•••••••••• I••••••••• ♦••••••• ■•••••• ■• 

• • •••••••• i" ........................................ ~ ••• 



3. Produksi Per Tahun 

Jenis Barang/Jasa KBLI Sablan Kapasitas Keterangan 
••••••••• ,t • • • • .. • • • • • • • • • • ...... • ••• •• • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • ••••••••••• '. .. ............... , .. . 

4. Pemasaran Per Tahun 

Jenis Baran,g/Jasa Ekspor (%) 

. . . . . . . . . . . . . . .. . .................. .. ... . . . . ........................................ .. 

...................................................................... 1 ♦ 11••···························-······ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... .. . . . . .. . . . . . . . .. .............................. ~-········--····· 
Perlciraan Nilai Ekspor per tahun : USS .......................... . 

5. Luas Tanah yang diperlukan 
? CordYaJ18 tidupmu 

..................................... m2./Ha*) 

6. Tenaga Kerja Indonesia 
7, Invcstasi (Rp/US$)*) : 

a. Modal l'ctap 
- Pembelian dan Pematangan Tanah 
• Bangunan / Gedung 
- Mesin/Peralatan dan Suku Cadang 
- Lain-lain 
SUbJumlah 

b. Modal Kerja (untuk 1 tum over) 

JumlahU) , arc,,_. tit/Akpafu 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ora-11& 

.•.........••...••....•.•..•.•... 

....................................... 

.................. -.............. . 
. . . ................................. . 

..................................... 
-, k:nlWllt 1liJld ~lalJ da ltlbl cadlll1gPIJ8 abn diimpor. 

8. W ak:tu Pen.,yelesa.ia.tt .P.royek : ............................................... bula.n 
(dihitw,g sejak tar,ggaJ lzin Prinsip PerllillSllll dilerbitkan). 

B. RENCANA PERMODALAN 
1. Sumber Pembiayaan (Rp/US$)") 

a. Modal Sendiri .................................... 

b. Laba ditanam kembali ····················-·· .......... . 
c. Pinjaman .••••••.••••......••..•.........• 

- Pinjaman Dalarn Negeri ...................................... 
- Pmjaman Luar Negeri ..................................................... 

Jumlah*1 ................................................... 
? CXR'Clyang lidak perlu 
,.., Jumlah sumbcr pembiayaan 111ma dmganjumlah rcncan, investas,: 

Modal perseroan dan penyertaan dalam modal perseroan yang dicantumkan merupakan 
total modal perusahaan ( modal kegiatan sebelumnya dan modal untuk perluasan ) 

2. .Modal Perseroan (Rp/US$) *) 

a. Modal Dasar 
b. Modal Ditempatkan 
c. Modal Disetor **) 
, corr:t)'81fS tidakpedu 
••) Mod!J/ di3Clor 3llltla dangan modal d.t~cmpt, J.011. 

s,, 

.......................................... 

....................................... 

................................... 



3. Penyertaan Dalam Modal Perseroan 
Hanp diisi apm1a ada pcrubaJ,an p:nyertan modi/ pad6 J.1Cl"USMMan perumamtm modal asing 

Pemegang Saham Semula 
(sesuai Izin Prinsip) 

a. Peserta Asing US$./Rp.*) %*-> 
····································· ........... . . . . . . 

• • ••••••♦ I ♦ •• I ■• 1 It ♦ It•• II• ♦♦♦• I••.• t. I ............ ······ 
Sub Total ••••••• ii ••• . ...... 

b. Peserta Indonesia US$./Rp •. *) %**) 

····································· ............ . . ... . 

····································· 
........... . . .. ... 

SubTotal . . ......... ...... 
c. Total ( a + b) **n) . .......... 100% 

') Com yang l/d8k periu 
.. ) Prost:n/a# JJdAJa/, alas nilai nommal mcdaJ saham bu/ran /ember saham 
'"') Total penyertam modal da/ampt:rSlm)IIII $llll8 besardengan modal diselor 

Ill. PERNYATAAN 

Mertjadi 

US$./Rp .. *) 

• ....... ♦ ......... 

• ••••••••• Iii ••• 

•♦♦ It,•• ■• II• If• 

US$./Ru . .*) 
. .............. 

••I tt• I•••• ♦ I• 

............... 

. .... -..... 

%**) 

. ..... 

....... 

. ..... 
%*') 

. ..... 
• •• t •• 

. ..... 
100% 

1. Apabi1a proyek ini dikemudian hari menimbulbn dampalc negatif terhadap 
masyarakat dan lingku.ngan hidup, k.ami bersedia me:mikul segala akiba.t yang 
ditimbulbn termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat. 

2. Permohonan ini buni buat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas 
materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk 
dokumen/ data baik yang terlampir mau.pun yang disampaibn kemudian . 

5t5 

.............................................. , .................. 20 ....... . 
Pemohon, 

Tanda Tangan 
Materai Rp. 6.000,-

.............. ~························ 
Nama dan Jabatan Penandatangan 



LAMPIRAN: 
1. Rebman Izin Usaha atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), bila diperlukan. 
2. Rekaman lzin Prinsip Penanaman Modal dan/ atau perubahannya. 
3. Rebman Akta Pendirian dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari 

Departemen Hukum dan HA!vi; 
4. Keterangan rencana kegiatan, berupa : 

a. Keterangan rencana kegiatan, berupa uraian proses produksi yang mencantumkan 
jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir/ Dow chart 

b. Uraian kegiatan usaha sektor jasa. 
5. Dalam hal terjadi perubahan penyertaan dalam modal perseroan yang mengakibatkan 

terjadinya perubahan prosentase saham asing, perusahaan harus menyampaikan : 
a. Kesepakatan perubahan komposisi saham antara asing dan Indonesia dalarn 

perseroan yang dituangkan dalam bentuk rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang 
Saham (RUPS)/Keputu.san Sirkular yang ditandatangani oleh selumh pemegang 
saham clan telah dica.tat/ didaftarkan ( waarmerldng) oleh Notaris atau rekaman 
Pemyawm Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat da1am bentuk Akta Notaris, yang 
memenuhi ketentuan pasa.l 21 dan Bab VI UU Nomot: 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas. 

b. Bukti diri pemegang saham baru, dalam bentuk : 
1. Rekaman Akta Pendirian dan perubahannya dengan pengesa.han dari Departemen 

Hukum dan HAM, serta rekaman NPWP bagi badan hukum Indonesia; 
Z. Rekaman Kartu Tanda Penduduk OITP) yang masih berlaku serta NPWP bagi 

peroransan warga negara Indonesia; 
3. Rekaman Paspor yang masih berlaku bagi peroranga.n warga negara asing; 
4. Rebman Akta Pendirian (Article of Associatiom dan terjemahannya dala?n bahasa 

Indonesia atau bahasa 1nggris bagi badan hukum asing. 
c. Kronologis penyertaan dawn modal perseroan sejak pendirian perusahaan sampai 

dengan permohonan terakhir. 
6. lekomendasi dari instansi pemerintah terkait, bila dipersyaratkan. 
7~ Lapora.n Kegiatan Fenanaman Modal (LKPM). 
8. Permohonan ditandatangani di atas materai cukup .oleh direksi perusahaan dilengkapi 

Surat Kuasa bennaterai cukup untuk pengurusa.n permohonan yang tidak dilakukan 
secara langsung oleh direbi perusahann (ketentuan tenta.ng surat kuasa diatur dalaln 
Pasal 63 Peraturan ini). 
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Lampiran VI Peraturan Bupati Semarang 
Nomor .9Cf Tabun :JO({ 
Tanggal o8 - o .9 - &o rr 

Bentul: lzin Prinsip Perhwan Penanaman Modal 

KOPSURATKPPTKABUPATENSEMARANG 

IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL 
Nomor : ................. ·---··· .. ··· .. ---······· 

Sehubungan dengan pennohonan yang Saudara sampailam ~ 
........................... , dan memperhatikan lzin Prinsip Penanarnan Modal Nomor ................ . 
dart. Izin Usaha Nomor .................. (bi/a ada), denga.n ini diberitahuk:an bahwa berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 1995 jo. Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kcpabeanan, Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1983 tenting Pajak Penghasilan sebagaimarul telah diubah terakhir denga.n 
Nomor 36 Tahun 2008, Pemerintah Republik Indonesia memberikan 1Z1N PIINSIF 
PF.IWMAN PF.NAN.AMAN MODAL sebagal penctujuan primip fulifas fisbl dan izin 
lftlMDtara sampai dengan perusahaan memperoleh Izin Usaha Perluasan, sebagal berikut : 

L Data Proyek: 

1. Nama Perusahaan 
2. Alamat 
3. IDbsiProyek 
4. Bidang usaha ' 

Produbi 

DLI Saum 
................ _._.. ..... ___ ..... ._._ .......... ....... ___ .............. . ......... --··-···-· .... ··· .. 
·"···--_... .... _ .... ......_........... .... .... ". ........... ............................. ·"····-··· ............. ___ . 
~ltlailtnlunllPmidell~ Ill J»unZ001dapnblnlllll!bonl 

5. Namapemegang38ha'm 
, ~lll&f nilli llOllliMl lnoda/ .Juun 

6. Nilai Investasi (Ip/US$)-> 
a. Modal Tetap 

- Pembelian dan Pematan,&an Tatl&h 
-Banganan/Gedung 
- Memi/Peralatan dan SUku Cadang 
- Lain~lain 
SUbJumlah 

b. Modal Kuja {untuk 1 tam over) 
Jumlah"') 

............................................... tt. 

································· • . . ................................ . . 
. ································· 

• . . ................................ . . . .................................. 
, con:t yug bilak ptr/11 
••) tennasuk 11Uai mesinlpcnlalln dan suku Cldang yang al:a diimp:,r. 

7. Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia : 
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D. Fasilitas Penananaan Modal : 

1. Pembebasan Bea Masuk atas pengimporan rnesin, barang dan bahan sesuai dengan 
Surat Keputwan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.Ol l/2009. 

2. Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan untulc Penanaman Modal di bidang -
bida.ng usaha tertentu dan/ atau di daerah-daerah tertentu, sesuai Peraturan 
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 jo. Nomor 62 Tahun 2008. 

m. Lain-lain : 

1. Jangka waktu. penyelesaian proyek paling Jama 5 (lima) ·tahun sejak diterbitkannya 
Izin Prinsip Penanaman Modal. 

Z. Permohonan untuk mendapatkan fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud 
dalam. bu.tir n disampaikan kepada PI'SP BKPM; 

3. Perusahaan yang siap berprodubi komersial wajib mengajukan permohonan 1ml 
Usaha Pcrluasan ke PTSP yang menerbitkan Izin Prinsip Perluasan; 

4. Perusahaan wajib menyampa.ikan taporan Kegia.tan•Penanaman Modal (LICPM) dan 
melabanakan ketentuan lingkungan hidu.p, sesuai ketentuan ya11g berlaku; 

5. Kh'U$WS untuk penuahaah penanaman :modal 83irlg, dalam ha.I terjadi penelisihan 
antara perusahaan den.gait Pemerintah Repu:blik Indonesia yang tidak dapat 
dise.lesaibn secara musyawarah, Pemerintah Indonesia. bersedia merl3ikuti 
penyelesaian menumt ketentuan konvensi tentang penyelesaian perselisihan antam 
Negara dan Warga Negara Asing mcngenai pcnanaman modal seauai dengan 
Undan,g-undang Nomor 5 Tahun 1968. 

6. Apabila f'eruaahaan mertgUJ8inbm perubahan bidarJ8 usaha termasuk perubahan 
jenis dan bpasitu produbi serta/atau perubahan penyataan da1am modal 
perseroanym,g me.ngakibe.tkan terjadinya perubahan proacmuc kq>emi1ibn ..iu.m 
uing Perasahaan wajib :rnemiHti Jzin Primip Perubalum, sedaltpall untuk 
perubahan tetentuan Jainnya peru.sahaan meJakubn peJaporan atu perubahan 
tenebu.t ke PfSP pencrl,it Izin Prinsipnya. 

7. ICetentuan yang tercantum dalatn lzin Primip Perluasan iJd, sewaktu-waktu daJ:at 
diubah bilamana tcmyafa penetaparmya tidakbcnaratau temapatkckclinJan. 

KEPALAKPPTKABUPATENSEMARANG 

························································· 

Tembusan kepada yth. : 
1. Kementrian Dalam Negeri; 
2. Kementrian Keuangan; 
3. Kementrain Hukum dan HAM u.p. Dirjen. Administrasi Hukum Umum; 
4. Kementrian yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan; 
5. Kementrian Negara Lingkungan Hidup [bagi perusahaan yang diwajibkan AMDAL atau Upaya 

Pengelolaan Lingkungan (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)]; 
6. Kementrian Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah (bagi bidang usaha yang diwajibkan 

bermitra); 
7. Gubernur Bank Indonesia; 
8. Kepala Badan Pertanahan Nasional (bagi penanam modal yang akan memiliki lahan); 
9. Direktur Jenderal Pajak; 
IO. Direktur Jenderal Bea dan Cukai; 
ll_ Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan; 
12. Gubernur Jawa Tengah; 
13. Bupati Semarang; 
14. Kepala BPMD Provinsi Jawa Tengah. 
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Lampiran VII Peraturan Bupati Semarang 
Nomor !J<{ Tabun Jo(( 
:ranaa•• DB • O!J • .10/t 

Bentuk Surat Pengantar Pennohonan Perubahan Penyertaan Dalam Modal Perseroan 

Nomor 
Lampiran : 

KOPSURATKPPTKABUPATENSEMARANG 

........................... , ......................... _, ZO■-••·· 

Pennal : Pengantar permohonan Kepada yang terhormat : 
perubahan penyertaan 
dawn modal perseroan 
a.n. Pl'-· .. ··············-·-

JI. Jent.I Galot Subroto No. 44 
Jabrla Selatan 12190 
atau 
Kepa1a PDPPM/PDKPM 

JI. ···-··············· ..... 

Dengan ini kami berilahukan bahwa pada tansga1 ~ ................................ , kami 
teJah menerima permohonan perubahan penyertaa.n dalaln modal perseroan darl: 

Nania.. :remsa.liaa.n : n .................. - ........ __ ........ ..._. .......... , 
. lzin n..:-..:·p ...... _, /£.:Id -"'-" 

s:.1·1&D1 : No ··---.. -·-••••- .... ~ -•··-······, \1,,/..im 111&1,11.J 

B:..t ..... ----1..- . ~ llalllltl. • .. ........... _ ...... __ ....,.._.. ................... __ ••• ' 

diJenskaPi cblgan kesepata1art Rapat Umum Pemegang Saham OWfS) :yang tclah 
ditandatangani oleh ,eluruh pcmepng aham penuahaan, yang menyetujui 
muuknya modal asing b damn persermn sehingga mellg&kibatbn 
fCluruh/sebtptn modal peneroan mcqjadi medal asmg/lllt!lll)'elqjw .telutunya 
8eluruh mot1aJ uing di4skm pent:lfJllll lllJbi1l,gga, mmgakibatbu, sdurubnya modal 
dll18mm,ged?. 

Mcmpedlatibn kdcntuan penyelenglram l'l'SP di bidang penanaman modal 
berdasarkan Peraturan Presiden No. Z7 Tahun 2000 tentang Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu di Bidartg Penanaman modal, mah beraama. ini sampaikan berkas permohonan 
dimabud untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan peratu.ran perundangan­
undangan. 

Demikian agar maklum. 

KEPALA KPPT KABUPATEN SEMARANG 

······························ .................... . 

i coret yang tidak perlu 

G, 

.e- ' ... .- .. ... A 
'..... ~ 
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Lampiran VDI Peraturan Bupati Semarang 
Nomor !Jc( Tabun JOU 
Tanggal 08 - D,9 - ~O(( 

Bentuk Formulir Laporan Perubahan 

LAPORAN PERUBAHAN KETENTUAN PENANAMAN MODAL 

Laporan ini disampaikan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untulc 
diketahui dan dicatat sebagai perubahan atas ketentuan penanaman modal yang sebelumnya 
tclah dinyotalca.n dalam Izin Primip/Izin Prinsip Pcrluasa.n Nomor .............. tanggal 
............................ at.as nama Pr ................................... , scba2,iii bcrikut: 

ICETENTUAN*) SEMULA *) MENJADI ") ALASAN PERUBAHAN 

Nama Perusahaan 

Alamat 

I.obsi Proyek **) 

N"llai investasi ***) 

Pen,ggunaan tenaga kerja 
Indonesia 
.............••.••....•...•. 

··························· 

···························· 
,yugdiililw1pb:lalwa)'11118dD diubd 

NJ ll1llllk ptJffl811hMn ~ DIOdlJ Mingda p,:,wwu,1 moidIII dMllm m;gt:nYalfS bl"das IUIUUUlya 
llltfnlJ'JllkAn ~ pm,o:illl1lil 

-, diuaian berdtmrta lDlnpot1t:11 ModltlTdapdM Modal Xl:lj6 
................................... , •.•.• "'····20 ........ . 

Materai Rp. 6.000)-

Direksi Perusahaan 

Lampiran: 
1. 'Rebman Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan. 
2. Data pendukung O) yang menjadi dasar dari perubahan ketentuan yang dilaporkan a.1 

kesepakatan pemegang saham (RUPS), anggaran da.sar perusahaan dalam bentuk Akta 
Notaris disertai pengesahan/persetujuan Menteri Hu.kum dan HAM dll. 

3. Laporan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan. 

O)Dala pcndulcung yang dileri>itkan diluar negcri dileg&li.sasi olch notaris setempat atau oleh pcrwakilan ncgara 
pencrbit data tcrscblrt di lndonuia. 



LampiranlX Peraturan Bupati Semarang 
Nomor j'{ Tahun ,;or, 
Tanggal 08 _ o!} - cf/O(( 

Bentuk Surat Pencatatan Pembahan Ketentuan Penanaman Modal 

KOPSURATKPPTKABUPATENSEMARANG 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Hal 

Yth. 

: Pencatatan perubahan ketentuan 
penanaman modal 

Direbi PI' ............................ . 

·············1 ....................... ,20 .... . 

Sehubungan dengan 1aporan yang Saudara sampaikan tangga1 ........................... , 
dengan ini diberitahukan bahwa berduarbn_ Undang-Unda:ng Nomor 25 Tahun 2007 
ientans; Pena.naman Modal, kami telah mencatat pcru.bahan ketentuan penanaman modal 
yang tercantum daJarn Izin Prinsip/Jzin Prinsip Perluasan No --·-·-···· .• ta.nggal 
-·-·····-·····, sebagai berikut: 

KETENTUIN> SF.MUI.AS) MDUADI., 
Nama Perusahaan 
Alamat 
l.obsiProvek-) 
NDaiinveswi..., 
Pagunaan 1enaga brja 
1ndones.ia 

··························-· ......••.•.......•.•••••.... 

························-··· 
,..,. ld:atuan p1111diubllh 

., aillk pml6IUIMII pt:IIMIIIIIIIUl motaf Ming da P,IWWM11 modld ""1alll nqpf PJW },id,,,,g ~ lllel'llpullll 
......... ....,, p,alt!/l'illllll, 

-Jdianibnbertll.#rblll b:,mpont:11Motllll~-Moda/Xaja 

Demildan a.gill" Saudara :maklum. 

KEPALA KPPT KABUPATEN SEMARANG 
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LampiranX Peraturan Bupati Semarang 
Nomor .9'/_ Tabun !l.fJ(f 
Tanggal o-r3 • og - Jl~(f 

Bentuk Pennohonan lzin Prinsip Perubahan 

PEKMOHONAN IZIN PRINSIP PEllUBAHAN 

Permohonan IZIN PRINSIP PERUBAHAN ini diajukan kepada Kantor Pe1ayanan Terpadu Satu 
Pinhl (P'fSP), untuk perubahan ketentuan penanaman modal_ yang tercantum dalam lzin 
Prinsip/Izin Prinsip Perluasan sebagai berikut : 

L DATA PEMOHON 

1. Nomor Izin Prinsip / lzin Perluasan 
~ akan diubah) 

Z. Nama Perusahaan 
3. Alamat Lenglcap 

. . ············································· 

. . ............................................ . 

············································· 
- Nomor TeleJ)C)ll. • • ............................................ . 
- Faksilnili : ............................................ . 
- E-mail : ............................................ -. 

4. Nomorda.n T~ .................................................. . 
Izin Prinsip / Izin Prinsip Perluasan/ Izin Prinsip Perubahan/ 
lzin Usaha / Izin Usaha Perluasan / Izin Usaha Pembahan 
(yaqg ldah dimiJikj) 

D. .IETEIANGAN PEIIJBAHAN 

A. P.ERUBABAN BIDANG USAHA 
Perubahan bidang usaha dari yang tercantwn dalam Izin sebelurnnya. 

Semula Menjadi 
Bidang Usaha : BidangUsaha: 

B. PEIUJBAHAN IENCANA ICEGIAT.AN 
Jika perubahanyang dimohonbn berupa penambaha.n bidang usahaya.ng lebih dari 
satu scldor da.n/atau dircncanakan abm berada di lebih dari satu Kabupaten/Kota, 
rnaka rencana kegialan (bidang usaha, Jokasi, produbi, pcmasaran, penggunaan 
tanah, tenaga kerja dan rencana investasi) hams dirinci untuk sefiap sektor usaha 
danlatau untuk seliap lokasi. 

1. Bidang Usaha .Semula ................................... . 
Menjadi ................................ . 

2. Wlcasi fJ.tt<>y'ek Semula. ................................. il •• 

(Kabupaten/ Kota - Provins1J Menjadi ................................ . 

3. Produksi dan Pemasaran PerTahun 
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Semula: 

lenis Baran.9:/Jasa KBLI Saruan Kapasitas Eksoor 
..................... . ........... .., .......... . ................ . ......... 
••• • • • • • '. ■ •••••••••••• . ........... •■ I ■ 11 •It••·• ................. . ........ 
.. • ~ ' ••••••••••••• t ••• . ............. . ........... . .................. . ......... 

Menjadi: 

Jenis Baranq/Jasa KBLI Satuan Kanasitas Eksoor 

····················~ ............. . .... "' ....... . ................ . .... " . ., ... 
...... .. ... . . . . . . ...... . ............ ♦ • OI ♦ •I•••••• ................... .. .......... 
····················· ............ . ............. .. ................ . ......... 

. 
Perkiraan Nilai Ekspor per tahun : US$ •..........•.••....•...•.•. 

Cata1an: Butir 4, 5, 6 diisi hanya bila ada perubahan akibat adanya perubahan bidang 
usaha,jenis dan hpasitu produksi dan/atau 1obsi 

4. Luas Tanah yang diperlu.kan 
? Coret yang tidak perlu 

5. Tenaga Ierja Indonesia 
6. Rencana lnvestasi (Ip/US$) i 

a. Modal Tetap 

: ...................................... m2/ha') 

: ......... ._._ ........................... orartg. 

- Pettll,e:.lian. da.n Pcmata.rlga:tt Tanalt : ................... , ..•.•.••.....•. 
- Bangunan / Gedung • . ................•..•............ 
- Mesi:rl/Pemlatan da.n. Sllk:u. Cacla:rtg. : .................................. . 
- Lain-lain • . .. ................................. ... 

Sub-Jurrllah : ................................ . 

b • .Modal Kerja (untuk 1 tunJ. over) : ................................. . 

Jumlah"> 
') Corel yang fidak perlu 
") termasuk ni1ai lllesinlpcralatan dan subz cadang yang aJam diilnpor. 

. 

. ································· 

c. SumberPembiayaan(Rp/US$)*) 
1. Modal Se-..t:-=.. • IILlll."1 • • • • ... • • • • • • • • ...... • • • • • • •• • • • ♦♦H 

2. I.al:,a.. dita.na.m kembali .......................................... . 
3. Pin.ja.mall : ................................. . 

- Pinjaman Dalarn Negeri: .............................. ... 
.. Pinjart11.n Luar Negeri : .................................. . 

Jutnlah ~ : ................................ . 

Ket 

Ket 

*) ccret yang tidak perlu 
") jumlah swnber pembiayaan sama besar denganjumlah rencana investas1: 

C. PERUBAHAN PENYERTAAN DALAM MODAL PERSEKOAN 
l. Modal Perseroan (Rp/US$)*) 

a. ModalDasar . -·••<1•······ .................. + ......... . 

b. Modal Ditempatkan . . . ................................. . . . ................................................. ". c. Modal Disetor ") 
1 coretyang tidak perlu *' Modal disetor sama besar dcngan modal ditcmpatkan. 
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2. Penyertaan Dalam Modal Perseroan 
Hanya diisi oleh perusahaan pcnanaman modal asing 
SemuJa • . 
a. Peserta Asi~ Rp/US$ *) % **) 
...................................................... ♦ ......................... ... ........... ,. ................ 

SubToial 
b. Peserta Indonesia Ro/US$*) % **) 
............................ ,, ............... . , .................... . .................... 
C. Total ( a + b )~*) 100% 

Menjadi: 

a . Peserta Asin2 Rt,/US$*) % *') 

..•..••.....•...••....••...............•... . ................... . .................... 
Sub Total 

b. Peserta Indonesia Ro/US$*) % **) 
•..•....••••...•...••..••....•............. . ..................... . ..................... 
c. Total ( a + b ) ***) 100% . i coret yang tidak perlu 

**) prosentase terhadap nominal saham bukan terhadap lembar saham 
***) total jumlah penyertaan modal dalam perseroan sama dengan modal disetor 

D. PEK.UBAHAN WAICI'U PENYELESAI.AN PR.OYEK 
I. Usula.n. wakt&J.-penyelesaian ~ek s/d. : ......................................................... . 
2. ~ J>CI1'll0hormn ~an. waktu.: ..................................... - ..... - ....................... - ............• 

ID. P.EINYATAAN 

1. Apabila proyek ini dikernudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap 
masyarakat dan lingk:u.ngan lridup, kami bersedia memikul sesaJa ala'bat yang 
ditimbu1bn termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat 

2. Permohonan ini kami buat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di alas 
materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipe~ngjawabkan termasuk 
dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian. 

524 

.................................. , ........ .. 20 ....... . 
Pemohon, 

Tanda Tangan 

.Materai Rp. 6.000,-
....................... ~························· 

Nama danJabatan Penandatangan 



LAMPIRAN: 

1. Relcaman Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan yang dimohonkan perubahannya, 
2. Rekaman Akta Pendirian clan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari 

Departernen Hukurn dan HAM; 
3. Untuk perubahan bidang usaha (jenis/kapasitas produksi) dilengkapi dengan : 

a. keterangan rcncana. kegiatan) bcrnp,, urnlan proses prod1.,tksi ya'1~5 rncncanturnkan 
jcni:s balum baku dan dilcn13kapi d1.:110au Jiasnun alid /low 1.,--J1art, 

b. rekornendasi dari instansi pernerintah terlcait, bila dipersyaratkan. 
3. Untuk perubahan penyertaan dalam modal perseroan dilengkapi dengan : 

a. Kesepakatan para pemegang saham tentang perubahan penyertaan dalarn modal 
perseroan, dalam bentuk : 
• Rekaman Risalah Rapat Umum Pernegang Saham (RUPS) / Keputusan Sirku1ar 

yang ditandatangani oleh seluruh pernegang saham dan telah dicata.t/ didaftarkan 
( waannerking) oleh Notaris serta memenuhi ketentuan pasal 21 dan Bab. VI 
dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, atau Re.kaman 
Pernyataan Keputusan Rapat/Ben1a Acara Rapat dalam benmk Akta Notaris. 

b. Bukti diri pemegang saham baru, dalam bentuk : 
• Rekaman Akta Pendirian dan perubahannya dengan pengesahan dari 

Departemen Hu.kum dan HAM, serta rebman NPWP bagi badan hukum 
Indonesia; 

• Relcaman Kartu Tanda Pendudulc (KTP) yang masih be:rlaku serta NPWP bagi 
perorangan wa~ negara Indonesia; 

• Rebman Paspor yang masih berlalcu bagi perorangan warga negara asing; 
• Reka.man Akta Pcndirian (ArdcJe of Associllliorv clan terjemahannya dawn 

bahaaa Indonesia atau bahasa Inwu bagi badan hukum asing. 
c. JCronologis penyertaa.n da1atn modal perseroan sejak pendirian perusahaan sampai 

dengan permohonan terakhir. 
4. Rebman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM.) periode terakhir. 
5. Pennohonan di1andatangani di atas materai cukup oleh direk.si pemsahaan dilengkapi 

Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengu.rusan pennohonan yang tidak dilakukan 
secara langsung oleh direksi pemsahaan {Kt:tt:ntuan tentang su1'lll kuasa diatur da/aJn 
PllSal 63 Peraturlln ini) 
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III. Lain#lain: 
I. Jangka waktu penyelesaian proyek paling lama 5 Oima) tahun sejak diterbitkannya 

Izin Prinsip Penanaman Modal. 
2. Permohonan untuk mendapatkan fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud 

dalam butir ll disampaikan kepada ITSP BKPM. 
3. Perusahaan yang siap beroperasi/berproduksi komersial wajib mengaju.lcan 

permohonan Jzin Usaha ke PTSP yang menerbitkan Izin Prinsipnya. 
4. Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), 

melaksanakan ketentuan lingkungan hidup dan ketentuan-ketentuan lainnya. 
5. Khusus bagi pemsahaan penanaman modal asing, dalatn hal terjadi perselisihan 

antara perusahaan dengan Pemerintah Republik Indonesia yang tidak dapat 
diselesaikan secara musyawarah, Pemerintah Indonesia bersedia mengikuti 
penyelesaian menurut ketentuan konvensi tentang penyelesaian perselisihan antara 
Negara dan Warga Negara Asing mengenai penanaman modal sesuai dengan 
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1968. 

6. Apabila Perusahaan menginginka.n perubahan bidang usaha termasuk perubahan 
jenis dan k:apasitas produksi serta/ atau perubahan penyertaan da1am modal 
perseroan yang mengakibatkan terjadinya perubahan prosentase kepemilikan saharn 
asing Perusahaan wajib memiliki Izin Prinsip Perubahan, sedangkan untuk 
perubaha.n ketentuan lainnya perusahaan melakulmn pelaporan atas pcrubahan 
tcrsebut ke PTSP penerbit Izin Prin:.:.imya. 

7. Ketentuan yang tercantum dalatn lzin Prinsip Penanaman Modal ini, sewalctu.-waktu 
dapat diubah bilamana temyata penetapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan. 

KEPALA KPMPT KABUPATEN SEMARANG 

........................ ,. ........................ . 
Tembusan kepada yth. : 
1. Kementerian Dalam Negeri; 
2. Kementerian Keuangan; 
3. Kementerian Hukum dan HAM u.p. Dirjen. Administrasi Hokum Umum; 
4. Kementerian yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan; 
5. Kementerian Negara Lingkungao Hidup [bagi perusahaan yang diwajibkan AMDAL atau Upaya 

Pengelolaan Lingkungan (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)); 
6. Kem~nterian Negara Koperui dan Pengusaha Kecil dan Menengab (bagi bidang usaha yang diwajibkan 

berm1tra); 
7. Gubernur Bank Indonesia; 
8. K~pala Badan Pertanahan Nasional (bagi penanam modal yang akan memiliki lahan); 
9. D1rektur Jenderal Pajak; 
10. Direktur Jenderal Bea dan Cukai; 
11. Direktur Jenderal Telmis yang bersangkutan; 
12. Gubernur Jawa Tengah; 
13. Bupati Semarang; 
14. Kepala BPMD Provinsi Jawa Tengah. 

G, 
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Lampiran V Peraturao Bupati Semarang 
Nomor !j<( Tahuq ,J.o<r 
Taoggal 08 - 03 - :IOI( 

Bentuk Pennohonan lzin Prinsip Perluasan Penanaman Modal 

PERMOHONAN IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL 

Permohonan IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL diajukan kepada Kantor 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (l'fSP) untuk mendapatkan persetujuan fasilitas atas 
perluasan penanaman modal dalam rangka Undang· Undang Nomor 25 Tahun 2007. 

I. DTEKANGAN PEMOHON 
1. Nama Perusahaan 
2. Nomor Polcok Wajib Pajak (NPWP) 

3. A1tta Pendirian dan Ferubahannya 
(Nama Notaris, Nomor dan Tanggal) 

4. Pengesahan Menteri Hukum dan 

. ············································· 

. 

. ···············~-·-························-· 
Hak A.mi Manusia (Nomordan TanggaJ) 

5. Alamat Lengkap termasuk 

a. NomorTelepon 
b. Fabimili 
c. E-mail 

G. Nomor da.n T~al 
Jzin Prinsip/ lzin Usaha 
serta pentbahannya 

IL KE'IEKANGAN IENCANA PROYF.K 
A RENCANA KEGIATAN 

. 

. ············································· 

. 

. ············································· 

Jib Jobui proyek Sllll1Jl der,gan kegiatan usaha sebelumnya maka sebclum 
melalubn perluasan, pcrusahaan wajib memiliki Izin Usaha terlebih dahulu dan 
formulir pcrmohonan izin prinsip perluasan ini hanya diisi dcngan data tambahan 
kapasitas. 
Jika /obsi proyek perlwwm herbeda densan kegiata.n usa.ha. sebelumnya dan 
dire11c.w11km1 ,lhu1 ber.1d.J di k:fa diiri J~Jiu Jvu;..1pat(:11/Kota., r, .1.k.11 ,Lid tamb:ilum 
apasitas dalam fonnulir pcnnohonllll izin prin.sip pcrlU8Sll.ll ini harus dirinci u1,iuk 
seti!lplobui 

1. Bidang Usaha 
Z. l.okasi Proyek 

Alamat 
Kabupaten/Kota 
Provinsi 

. 
• •a•••• II•• a•.•. ♦••.•.•• a••••••*• I•• a••• ■•• o • • • 
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3. Produksi Per Tahun 

Jenis Barang/Jasa KBU Sablan Kapasitas Keterangan 

4. Pemasaran Per Tahun 

Jenis Barang/Jasa Ekspor (%) 

. . . . . . . . . . . ... . .. . .................... .. ... . . . . ........................................ . 
• t •• ♦ •••et•.•••••••••••.•••• ♦ t •• ••••••·•·I 1 ♦ IJ-ll. ·• • ............................................. . 

• • t t t • • • t • •• • • • • !t te♦te • • • t ••••It•••••• Ill••• ........................ •~•••••••••·••••• 

Perkiraan Nilai Ekspor per tahun : USS .......................... . 
5. Luas Tanah yang diperlukan 

? Cord yang tidakptl'lu 
: .•...•••••.•.....••...............•.. m2/Ha*} 

6. Tenaga Kerja Indonesia 
7, Invcstasi (Rp/US$)*) : 

a. Modal l'ctap 
- Pembelian dan Pematangan Tanah 
.. Bangunan / Gedung 
- Mesin/Peralatan dan Suku Cadang 
- Lain-lain 

SubJumlah 

b. Modal Kerja (untulc 1 tum over) 

Jumlah") 
, Cort:t)'US tiduperlu 

: ............................•........ oratJg 

. • .................................. ~·~·••tt• . .. ..... .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
-J ler'mullknilld~lllndalllbl~pngaaadiimpor. 

8. W a"kl:11 Penyelesaian. ~k : ............................................ bula.n 
(dihitung sejak /aJ1ggllJ Jzin Prinsip PerJUllSIUI diJert,itlam). 

B. RENCANA PERMODALAN 

1. Sumber Pembiayaan (Rp/US$)"') 
a. Modal Sendirl 
b. Laba ditanam kembali . . ............................... . 
c. Pinjaman 

- Pinjaman Dalarn Negeri 
- Pmjaman Luar Negeri 

Jwnlah*-> .................................. 
") coret yang tidal perlu 
"? Jumlllh sumber pembiayaan sa1118 dengai,jumlah rcnClllla investasi. 

Modal perseroan dan penyertaan dawn modal perseroan yang dicantumkan merupakan 
total modal perusahaan ( modal kegiatan sebelumnya dan modal untuk perluasan ) 

2. Modal Perseroan (Rp/US$)*) 
a. ModalDasar 
b. Modal Ditempatkan 
c. Modal Disetor **) 
? corcty,ngtidak pedu 
••) lt-fodA/ di$Cler suna dt:.ngan modal d.itcmpi, 'I:1111. 
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3. Penyertaan Da1atn Modal Perseroan 
Hanya diisi apm1a ada ~ penp'lun modal pad, pcnlMhun penlllWtUln modal asing 

Pemegang Saham Semula 
(sesuai lzin Prinsip) 

a . Peserta .Asing US$./Rp.*) %**) 

...................................... . .......... . ...... 

.. , .................................. . .......... ...... 
Sub Total . . ......... ....... 

b. Peserta Indonesia US$./RD •. *) %**) 

······················••~············ ............ . . ... . 

····································· • • •••••• 11 •• . ...... 

Sub Total ............ ...... 
c. Total ( a + b) "**) .. .......... 100% 

0
) Com yang tidak periu 

.. ) l'rosen~ atblalt alas nilai nommal modllJ saltam bukan lembar saham 
•') Tola/ penyertam mod8Idalampa:,m,an#lll8 brdengan modal disetor 

m. PERNYATAAN 

Menjadi 

US$./Rp .. *) 

. ............. 

········""····· 
. .............. 

US$./Ro .. *) 
• 11 ............. 

............... 

. ............. 
. ........... 

%**) 

. ..... 

. ..... 

. ..... 
%*') 

. ..... 

. ..... 

. ..... 
100% 

1. Apabila proyek ini dikemudian hari menimbulbn dampak negatif terhada.p 
masyarabt dan lingkungan hidup, kami bersedia memikul segala ala.oat yang 
ditimbulkan termasuk pengsantian kerugian kepada masyarakat. 

2. Permohonan ini kami bwtt dengall benar, diiandatangani oleh yang berhak di atas 
materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat di~awabkan termasuk 
dokwnen/ data baik yang terlampir maupun yang disarnpaibn kemwtian . 
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Pemohon, 

Tanda Tangan 
Materai Rp. 6.000,-

····································· 
Nama danJabatan Penandatangan 



LAMPIRAN: 
1. Rebman Izin Usaha atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), bila diperlulcan. 
2. Rekaman Izin Prinsip Penanaman Modal dan/ atau perubahannya. 
3. Rekaman Akta Pendirian dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari 

Departemen Hukum clan HAM; 
4. Keterangan rencana kegiatan, berupa : 

a. Keterangan rencana kegiatan, berupa uraian proses produksi yang mencantumkan 
jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir/ flow chart 

b. Uraian kegiatan usaha sektor jasa. 
5. DaJam hal terjadi perubahan penyertaan dalam modal perseroan yang mengakibatkan 

terjadinya perubahan prosentase saham asing, perusahaan harus menyampaikan : 
a. Kesepakatan perubahan komposisi saham antara asing dan Indonesia dalam 

perseroan yang dituangkan dalam bentuk rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang 
Saham (RUPS)/Keputusan Sirk.ular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang 
saham dan telah dicatat/ didaftarkan ( waarmcrking) oleh Notaris atau rekaman 
Pemyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang 
memenuhi ketentuan pasal 21 clan Bab VI UU Nomoi: 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas. 

b. Bukti diri pemegang saham baru, dalatn bentuk : 
1. Rekaman Akta Pendirian dan perubahannya dengan pengesahan dari Departemen 

Hukum dan HAM, serta rekaman NPWP bagi badan hukum Indone3ia; 
2. Rekaman Kartu Tanda Penduduk (lcrP) yang masih berlalcu serta NPWP bagi 

perorangan watga negara Indonesia; 
3. Rekaman Paspor yang masilt berlaku bagi peroransan warga negara asing; 
4. Rebman Akta Pendirian (Article of Associaliom dan terjemahannya dalam bahasa 

Indonesia atau bahasa Inggris bagi badan hukum asing. 
c. lronologis penyertaan dalam modal perseroan sejak pendirian perusahaan sampai 

dengan permohonan terakhir. 
6. Jlekomendasi dari instansi pemerintah terkait, bila dipersyaratkan. 
7. taporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). 
8. Pennohonan ditandatansani di atas materai cukup .oleh direksi perusahaan dilengkapi 

Surat Kuasa bennaterai cukup untuk pengurusa.n permohonan yang tidak dilakukan 
se.cara 1angsung oleh direbi perusaha.in (ketentuan tentang surat kuasa diatur da1atn 
Pasal 63 Peraturan ini). 

G, 
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Lampiran VI Peraturan Bupati Semarang 
Nomor .9</ Tahun ,2()(( 
Tanggal oO - 09 ~ ~<>fr 

Bentuk Izin Prinsip Perhwan Penanaman Modal 

KOPSURATKPPTKABUPATENSEMARANG 

IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL 
Nomor: ., ........................................ . 

Sehuburtgan dengan permohonan yang Saudara sampailcan tansgaI 
........................... , clan meml)Crlla.tibrt lzin l'lirasip Pc1ta.llarnara Modal Nomor .•••••••.••.••••• 
dan · 1zin Usaha Nomor .............. -•. (bila ada), dengan ini diberitahuk:an bahwa berdasarbn 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Unda.ng-Undang 
Nomor 10 Tahun 1995 jo. Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Pengha.silan sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Nomor 36 Tamm 2008, Pemerintah Rcpublik Indonesia memberikan IZIN PIINSIF 
IDWMAN PENANAMAN MODAL seba.gai penctujuan primip fuilms fisbl dan izin 
anenta?J. sampai dengan perosahaan memperoleh Izin U8aha Perluasan, sebagai berikut: 

L DataProyet: 

1. Nama Perusahaan 
2. Ala.mat 
s. LobsiPmyek 
•• Bidang usaha ' 

Produbi 
DU Satuan 

.................................. _............... ..,........ ........... ....... ___ .............. .. .................. -......... .. 

........ --......... -........................ ........... ........... . ............... -......... ·-····--· ........... .-.-• , ~--/tnllau /tMdelf Mi 111 )k6a Z001dapallbnll#boal 

5. Nama pemegang.saha:m 
? p,a,t:alu:_,au.illOIIUMl"""'6/#lwn 

6. Nilai lnvestasi (Ip/US$)-> 
a. Modal Tetap 

- Pembelian dan Pematangan Tanah 
• Banpnan / Geduns 
• Mcsin/Peralatan dan SUlm Cadal,g 
- Lain-lain 

SubJum1ah 

b. Modal Kerja (untuk 1 turn over) 
JumlahM) 

································· 

····•···························· 

• . . ......................... ····· ... . . . . ······· ......................... . 
-> cord}'ltllf b"dak per/11 
••) /erJnasuk 11ibu lllt$UJI~ dan suku cdall$ yang ahn diimpor. 

7. Penggunaan Tena$(l Kerja Indonesia : 

817 



D. Faailitas Penanaman Modal : 

1. Pembebasan Bea .Masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan sesuai dengan 
Surat Kepulusan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/Z009. 

2. Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan u.ntuk Penanaman Modal di bidang -
bidang uaaha tertentu dan/ atau di daerah-daerah tertentu, sesuai Peraturan 
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 jo. Nomor 62 Tahun 2008. 

BL ta.in-lain : 

1. Jafl8ka waktu penyelesaian proyck paling lama 5 Oima) ta.bun sejak diterbitkannya 
Izin Prinsip Penanaman Modal. 

2. Pennohonan untuk mendapatkan fuiliw penanaman modal sebagaimana dimaksud 
dalatn bu.tir ll disarnpaikan k:epada f'l'SP BKPM; 

3. Perusahaan yang siap berprodubi tomersial wajib mengajubn pennohonan lzin 
Usaha Perluasan ke PTSP yang menerbitlcan lzin Prinsip Perluasan; 

4. Peruahaan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan•Penananum Modal (LKPM) dan 
melabanakan ketentuan lingkungan hidup, sesuai ketentuan yang berlaku; 

5. Khusus untulc perusahaah penanaman modal asing, dawn hal terjadi penelisihan 
antara peru.sahaan dengan Pemerintah Republik Indonesia yang tidak dapat 
di.,elesaibm secara musya~ Pemerintah Indonesia bersedia mengikuti 
penycleaaian menurut ketentuan konvemi tenia.n8 penyelesaian perse1isihan anta:ra 
Negara dan Warga Negara Asin,g ~ penanaman modal $CSuai den,gan 
UndarJ8-undang Nomor 5 Tahun 1968. 

G. Apabila Perusahaan ~ perubahan bidans usaha termuuk perubahan 
jeni, dan tapaaitu produbi ,erta/atau perubahan pettya1aan da1am modal 
per,eroan yang men,gakibatkan terjadinya perubahan procscntaac bpcmilibn sqham. 
a.sing Ferusahaan WIQib memillJd Jzin Primip Perubahan, sedangkan untuk 
perubahan tetentuan lainnya perusahaan meJakubn peJaporan atas perubahan 
tenebu.t b P1'SP penabit Izin l'rinsipnya. 

7. :Ketentuan yang tercantum dalatn Jzin Prinsip Perluum ini, aewalctu-waklu dapat 
diubah bilamana ternyata penetapannya tidak bcnar atau tadapat kckdiruan. 

KEPALA KPPT KABUPATEN SEMARANG 

························································· 

Tembusan kepada ytb. : 
1. Kementrian Dalam Negeri; 
2. Kementrian Keuangan; 
3. Kementrain Hokum dan HAM u.p. Dirjen. Administrasi Hokum Umum; 
4. Kementrian yang membina bidang usaba penanaman modal yang bersangkutan; 
S. Kementrian Negara Lingkungan Hidup [bagi perusabaan yang diwajibkan AMDAL atau Upaya 

Pengelolaan Lingkungan (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)]; 
6. Kementrian Negara Koperasi dan Pengusaba Kecil dan Menengah (bagi bidang usaba yang diwajibkan 

bermitra); 
7. Gubernur Bank Indonesia; 
8. Kepala Badan Pertanaban Nasional (bagi penanam modal yang akan memiliki lahan); 
9. Direktur Jenderal Pajak; 
10. Direktur Jenderal Bea dan Cukai; 
11. Direktur Jenderal Teknb yang bersangkutan; 
12. Gubernur Jawa Tengab; 
13. Bupati Semarang; 
14. Kepala BPMD Provinsi Jawa Tengab. 



Lampiran VII Peraturan Bupati Semarang 
Nomor !}<( Tahun :lo(( 

:rana1•• o8 • 0.9 .. elOft 

Bentuk Surat Pengantar Pennohonan Perubahan Penyertaan Dalam Modal Perseroan 

Nomor 
Lampiran: 

KOPSURATKPPTKABUPATENSEMARANG 

....................................... r ........................... - 1 20 ...... . 

Perihal : Pengantar permohonan Kepada yang terhonnat : 
perubahan penyertaan 
dawn modal perseroan 
a.n. Fl' -······· ... ········--

Jl.jend Gatot Subroto No. 44 
Jakarta Selatan 12190 
atau 
Kepa1a PDPPM/PDKPM 

JI.···-···············" .. 

Dengan ini kami berilahukan bahwa pada tansgaJ ~···-···--·-··-····· .......... , kami 
telah menerima permohonan perubahan penyertaan da1a1n modal perseroan dari: 

Nana. Petusa.llaa.tl : n . ................................. __ ........ _. .............. , 
lzin fnnsip : No •• _ .... _......... 1angsa1 ............. , (bil8 ada) 
B;,t,._.n••-1..- • 
~ llila,1111, • • ....................................................... --··· ' 

dilensbpi deDgan kesepabtan :Rapat Umum Fe:mepng Saham (IWrS) yang telah 
ditandatanpni oleh se1uruh pemegang :iaham pcrusahaan, yang menyetujui 
masuknya modal aing ke da1am pmseroan sehingga mengakibatbn 
selumh/sebtgian modal peneroan mcJtjadi DJDdal asing/~ keluam,ya 
8t1/uruh ra«IIIJ uirJg diddua pt:l'awrl ai»gga ~ 8duru/mp modlll 
d6/amnegeri,. 

Mcmpcdl&tibn ketcntuan pen~ PrSP di bidai,g penanaman modal 
berdasarkan Peraturan Presiden No. Z7 Tahun 2000 tent.ans Pelayanan Tcrpadu Satu 
Pintu di JJidan& Penanaman modal, mab bcrsama ini sampaibn berkas permohonan 
dimaksud untulc dapat ditindaklanjuti ~ dengan peraturan peIUtldaiwm­
undangan. 

Demikian agar maklum. 

KEPALA KPPT KABUPATEN SEMARANG 

··················································· 

") coret yang tidak perlu 

G, 

·.o- • ... .-':-'ll--A , .-· ...... .. 



Lampiran Vlll Peraturan Bupati Semarang 
Nomor !Jc{ Tabun JO(( 
Taoggal 08 - 0.9 ~ -'O(( 

Bentu.k Formulir Laporan Perubahan 

LAPORAN PERUBAHAN KETENIUAN PENANAMAN MODAL 

Laporan ini disampaikan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (l'fSP) untuk 
diketahui dan dicatat sebagai perubahan atas ketentuan penanaman modal yang sebelumnya 
tcblh dinyatalca.n dalam Izin Prinsip/Izin Prinsip Pcrluaan Nomor .............. tanggal 
............................ ata.s nama Pr ................................... , scba3.d bcrikut: 

KETENTUAN*) SEMULA") MEMADI") ALASAN PERUBAHAN 
Nama Pcmsaha.a.n 

Ahunat 

l.okasi Proyek *") 

Ni1ai investasi **") 

Pen,ggunaan tenaga kerja 
lndoneu 

····-······················· 

··························· 
.•.•••••..••................ 

, J711"8diili hop ~ptl8 II.WI diubd 
-., lln/llk~ pe,um,....,. ,aod,,J Mingdan pmlUWUD """"'dall,m nt,pnYMfS /lidans USIUNUtp 

--,..tan ~pem«inl/Ul -.,tliRmb,n bm/Mal::alk1tmpont!IJ MotJ./TdapdaJt Moda/Xet;i6 
............................ ···-,· ......... zo •...•... 

Materai Rp. 6.000,· 

.•..........•.....••••••••••...••.•••. ,. 
Direksi Perusahaan 

Lampiran: 
1. ltdwnan lzin Prinsip/lzin Primip Perluasan. 
Z. Data pendukung O) yang menjadi dasar dari perubahan ketentuan yang dilaporkan a.l 

kesepakatan pemegang saharn (RUPS), anggaran dasar perusahaan dalam bentuk Akta 
Notaris disertai pengesahan/persetujuan Menteri Hukum dan HAM dll. 

3. Laporan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perwahaan. 

O)Data pcndulcung yang ditexbilkan diluar negcri dilegalisasi olch notaris setempal atau oleh perwakilan nesara 
penctbit data tcncbut di lndone&ia. 



LampiranIX Peraturan Bupati Semarang 
Nomor .9<( Tahon JO(/ 
Tanggal 08 _ o!j - '90(( 

Bentuk Surat Pencatatan Perubahan Ketentuan Penanaman Modal 

KOPSURATKPPTKABUPATENSEMARANG 

Nomor 
Sifat 
Iampiran 
Hal 

: ............... 7 .......................................... ,20-.. . 

Yth. 

: Pencatatan perubahan ketentuan 
penanaman modal 

Direbi Pl' ............................ . 
··--·-... ·-··· .......................... ____ ... . 

Sehubl.mgan dengan Japoran yang Saudara sampaikan tanggal ···················-···-• 
denpn ini diberitahukan bahwa berdaaarbn_ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 
tentang Penanaman Modal, kami telah mencatat peru.bahan ketentuan penanaman modal 
Jal\l tcrcantum daJarn Izin Prlnsip/lzin Prinsip Pcrluasan No --·--·--···· .. tangga] 
---............ , sebagai berikut : 

n:l'EN'lU.AW) SF.MULA") MEi"UADI") 
Nama Pcrusahaan 
Alamat 
J.ol:ui:-- . -> 
Nilai inYestasi.-> 
Pc:navnaan tmaga b:rja 
Jndcncsfa 

--························-· 
············-·---··········· 
···························· 
?auv-k#:atuanp,,gdiubtl/J 

-, DblkperuahMIJpt!lflllWIWJ IIIDtMluingda.,,,....,..,.,,tt modlll dM/alll ~png bidM,g ll81WIIJ'II mezvpm,n 
Jna.vpn ptflll(rilltd -,dianlibu, ~ iampone.n Modlll'klllpdim Modal Xezja 

.Demildan agJII" saudara maldum. 

KEPALA KPPT KABUPATEN SEMARANG 



LampiranX Peraturan Bupati Semarang 
Nomor 9C/_ Tahun :l. 0(( 
Tanggal 08 - og - o~r, 

Bentuk Permohonan lzin Prinsip Perubahan 

PEIMOHONAN IZIN PIUNSIP PERUBAHAN 

Permohonan IZIN PRINSIP PERUBAHAN ini diajukan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu 
Pinnt (YfSP}, untuk perubahan ketentuan penanaman modal_ yang tercantum dalam lzin 
Prinsip/Izin Prinsip Perluasan sebagai berikut : 

l DATA PEMOHON 

1. Nomor lzin Prinsip / Izin Perluasan 
(yaJtg a/am diubah) 

Z. Nama Perusahaan 
3. Alamat Leng)cap 

. 
I •••••••••••••••••••••••••••••• ■ •••••••••I•••• 

. 

. ·····································-······· . 

. ············································· 
·················~··························· 

- Nomor Tele.J)C)ll : ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Faksimili : •••.••••....•.•.•••...•..••••..•.••.•..•••... 
- £ ... mail : .............................................. . 

4. Nomor da.n Tangga.l . • ............................................ . 
lzin Primip / lzin Prinsip Perluasan/ Izin Prinsip Perubahan/ 
lzin Usaha / Izin Usaha Perluasan / Izin Usaha Perubahan 
(yaqg ldah dimiliki) 

ll. .IETEltANGAN PEllJBAHAN 

A. PER.UBAHAN BIDANG USAHA 
Perubahan bidang usaha dari yang tercantwn dalaJn Izin sebelumnya. 

Setnula Menjadi 
Bidang Usaha : BidangUsaha: 

B. l'ERUBAHAN IENCANA ICEGIATAN 
Jika perubahan yang dimohonlam berupa penambahan bidang USllha yang Jebih dari 
satu scktor Jan/atau dire.ncanakan aJam berada di lebih dari satu Kabupaten/Kota, 
ma/al .nmcana kegiatan (bidang usaha, lobsi, pnxiubi, pemasaran, penggunaan 
tanah, tenaga kerja dan rcncana invcstasi) hams dirinci untuk sctiap sektor usaha 
danlatau unJuk sefiap Jokasi. 

1.BidangUsaha Semula ................................... . 
Menjadi .................................. . 

2. Lokasi Proyek .. Semllla. ............................. ,. . ii. •• 

(Kabupatcn/ Kata - Provinsi) Menjadi ................................. . 

3. Produksi dan Pemasa.ran Per Tahun 

522 



C 

SemuJa: 

Jenis Baran~/Jasa KBLI Saman Kapasitas EksPOr 
• ♦ + ♦ • • • • •♦♦ ••••ii ♦ I••• ............. . ........... . ................ . .......... 
... . . . . . . . . . . . . . . . ...... ············ ······-····· ················· ......... 
..................... .11+••······· ............ . .................. . ......... 

Menjadi: 

Jenis Bara.nq /Iasa KBLI Satuan Kaoasitas EksPor 
.....•••••.•...•..... . ........... • ..... 'II ....... . ................ . ..... " .... 
♦ f ♦ t ♦♦ I- ♦•••♦ I+ ♦•♦••■♦♦♦ ............. . ........... . ................. . -- ....... 
····················· ............ . ........... . ................ . ......... 

Perk:iraan Nilai Ekspor per tahun :· US$ ••............•..........•. 

Cataian.: Butir 4, S, 6 diisi hanya bila ada perubahan akihat adanya perubahan bidang 
waha,jenis dan bpasitu produksi dan/atau Jokasi 

4. Luas Tanah yang diperlukan 
? Coret yang li.dak perlu 

: .................................... ,. •..... m2/ha-> 

5. Tettaga. ICerja. ~ia : ............. " ....................... Oral'lg 

6. Btncana In~ (Ip/US$) i 
a. Modal Tetap 

- Pe.nil:,elian. dan Pcmata.ragan Tanall : ................................. . 
- Bal1gurlan / Gedlll1g. : •••.••••••••••••••••••••••••••••• 
-- Mesilt/Penla.tan dan. Sllku. Ca.darlg. : ••••••••••••••••••••••••••. ···-· 
- Lain•Jain • . •.•••••••.........••...•......... 

SUbJIIJlllah : ................................ . 

b .. .Mc:xla1 Kerja (untu.k 1 '/um. over) : ................................. .. 
JumJah") 
-> Com yang tidak perlu 
") termasuk ni1ai mesinlperalatan dan suhl cadang yang a/am diimpor. 

. . ····~···························· 

c. Sumber Pembiayaan (Rp/US$) *) 
1.. Modal Se_..i:..: • 

·IIUJl."1 • •• • ..... • • • • • • • •. • • • • • • • • • • • • • • •-

2. Laba ditanam 1--mbali .&ti .................................. . 

3. Pi:n.jam&ll : •••.•••••••••••••••••••.•.•••..•. 
• Pinjaman Dalam Negeri: ................................ . 
... Pirtjart18Il Luar Negeri : ........•.•..•••.•.•....•....••.. 

Jumla.h--> : ........... , ..................... ~··· 

Ket 

Ket 

*) core/ yang tidak perlu 
••) jumlah sumber pembiayaan sama besar dcnganjumlah rencana investas1: 

C. PERUBAHAN PENYEIITAAN DALAM MODAL PERSEROAN 
1. Modal Perseroan (Rp/US$)*) 

a. ModalDasar ...................................... 
b. Modal Ditempatkan . ················-················ 
c. Modal Disetor ") . . . ............................ ··-· 

? core/ yang tidak perlu 
•, Modal dist:tor sama besar dcngan modal ditempatkan. 
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2. Penyertaan Dalatn Modal Perseroan 
Hanya diisi oleh perusahaan penanaman modal asing 
SemuJa • . 
a . PesertaAsi~ Rp/US$ *) % **) I 

.. • • • .. • .... • • ••• • .. • • .. • ■ ........... ■ •••••••••••• • ............... ! ....... ... ....................... 
Sub Total 

b. Peserta Indonesia Ro/US$*) % **) 
............................................. .. ................... . .................... 
c. Total ( a + b )***) 100% 

Menjadi; 

a. Peserta Asincz Rp/US$*) % **) 

··········································· .................... . .................... 
SubTotal 

b. Peserta Indonesia Rv/US$ *) % **) 

··········································- ······· .............. . .................... 
c. Total( a + b ) **") 100% 

-> coret yang tidak perlu 
**) prosentase terhadap nominal saham bukan terhadap lembar saham 
**-> total jwnlah penyertaan modal dalarn perseroan sama dengan modal disetor 

D. PEltUBAHAN WAICTUPENYELF..WANPK.OYEIC 
1. Usulan wa.ktt1 i:,enyelesaia.n plOJ'ek s/ d. : ........................... _ .............................. ·-············ 
Z. A1asa.rt 'l)CDll()horia,n J)C'I'pSltjangan. wakt.u: ........................... ·-·································· 

DL PERNYATAAN 

1. Apabila proyek ini dikemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap 
ma.syarakat dan lingk:u.ngan hidup, kami bersedia memikul segala ala*bat yang 
ditimbulkan termasuk pe~tian kerugian kepada masyarakat 

2. Permohonan ini kami buat dengan benar, ditanda.tangani oleh yang berhak di atas 
materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk 
dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian. 
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..................................... , .......... . 20 .. ..... . 
Pemohon, 

Tanda Tangan 

Materai Rp. 6.000,-

Nama danJabatan Penandatangan 



LAMPI.RAN: 

1. Rekaman Izin Prinsip/Izin Prinsip Perlua.san yang dimohonkan perubahannya, 
2. Rekaman Akta Pendirian dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari 

Departemen Hukum dan HAM; 
3. Untuk perubahan bidang usaha (jenis/kapasitas produksi) dilengkapi dengan : 

a. keteranzan rcncana k:ezi..ttan, bcrnpc; uraian proses prod1.,tbi ya:\s mcnc:.mtumkan 
jcnis bahan baku dan dilc11gkapi dciis,.m Jiagra111 alld flow chart, 

b. rekomendasi dari instansi pemerintah terkait, bila dipersyaratkan. 
3. Untuk perubahan penyertaan dalam modal perseroan dilengkapi dengan : 

a. Kesepakatan para pemegang saham tentang perubahan penyertaan dalam modal 
perseroan, dalam bentuk: 
• Rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) / Keputusan SirkuJar 

yang ditandatangani oleh selu.ruh pemegang saham dan telah dicatat/ didaftark:an 
( waarmerldng) oleh Notaris serta memenuhi ketentuan pasal 2 I dan Bab. VI 
dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, atau Rekaman 
Pemyataan Keputusan Rapat/Benla Acara Rapat da.latn bentuk Aleta Notaris. 

b. Bukti diri pemegang saham baru, dalam bentuk : 
• Rekaman Akta Pendirian dan perubahannya dengan pengesahan dari 

Departemen Hu.kum dan HAM, serta rebman NPWP bagi badan hukum 
Indonesia; 

• Rebman Kartu Tanda Pendudulc (IcrP) yang masih berlaku serta NPWP bagi 
perorangan warga negara Indonesia; 

• Rekaman Paspor yang masih berlaku bagi perorangan warga negara asing; 
• Rebman Akta Pendirian (Article of Associaliorv clan terjemahannya da1am 

bahasa Indonesia atau baha.sa Inggm bagi badan hukum asing. 
c. Kronologis penyertaan dalatn modal perseroan sejak pendirian perusahaan sampai 

dengan permohonan terakhir. 
4. Rebman Laporan Kegia.tan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhlr. 
5. Pennohonan di1andatangani di atas materai cukup oleh direbi peru.sahaan dilengkapi 

Surat Kuasa bermaterai cukup wttuk pengurusan pennohonan yang tidak dilaku.kan 
secara Iangsung oleh direbi peru.sahaan (Xdentulln tt:ntang sunll Jcuasa diatur dalam. 
l'llSal 63 Peratunm ini) 
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LampiranXI Peraturan Bupati Semarang 
Nomor .9V Tahon ,iorr 
Tanggal OB • 09 _ <PO(( 

Bentuk Jzin Prinsip Perubahan 

KOP SURAT KPPT .KABUPATEN SEMARANG 

!ZIN PIUNSIP PERUBAHAN 
Nomor 

Sehubunpn dengan pennohonan yang Saudua sampaikan tal18Pl 
ou ........................ , dan memperhatikan lzin Ptinsip/Jzin Prinsip Perluasan 
Hornor................. tanga1 ............. , denpn ini diberitahubn bahwa Pemcrintah Rep11blik 
Indonesia membcrik.an lZlN PruNSlP l1£RUIL.lIAN yaf1$ mentpakan per&clujuan afa.s 
peruhah.a.11 rcucana }'royek pc:rum~man ntod:.I f>',1usaliaan Saud..i.ra ~h1gai ber~:a1t: 

(dlllaproyetyangtm.utum dawn l2in PrimipPerubahan hanyadatayangmcugawniperubdwt) 

L DATA PIOYEI:, 
? ~ .. odal,ptzubdlwl 

1. Nllltla Pcrusahaan 
z. Alalnat 
3. Lokasi.Pioyek 
4. Bidang Usaha 

Produksi 
}ems Barang/ 

fasa 
. ··•---■ ........................ ----·· 
..,..,, ______ ............. " ......... 

S. N'wtl Investasi Olp/US$)"') 
a. Modal Tetap 

lBLI 

............. _ .......... 

.,.. _____ 

.. -..--

. • ..... ·-···-···--·--••+t...-••-···· 

Satuan Kapasiiaa 

.,.... ___ ............................ _ ................ '"' ............. ...... 

....... -... - _ ................... ___ 

............. ...... __ .................. . .... -.................................. __ _ 
····-·"-· .... __. ....... .......... 

- Pcmbelian dan Pematanpn Ta:nah 
- Banguntn / Gedung .................................... 
-.Me$in/Peralatan dan sutu. C8dang ······~······ ................................... , 
-Lain~Jain . 

+ ................................. " 

SubJmnJah 
b. Modal Kaja (untuk 1 turn over) ........................ "" ................... . 

Jumlah-> ...... ··••·····". ······ ............ . 
-> ofttJUSIIIDkpt:du 
.. ) lamuul-lWlli~pcn/aJMdlui sukuadaJfgYIIIISam tfiimpor.. 

6. Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia ......................... -................................... .. 

7. Penycrtaan dawn Modal f'erseroan 
a. Peserta A.sing Rp/US$") 96 
... .. . . . .. . .... .. . . . .... .. .. ...... . . .. . . .. . . . ... .... . ..................... . ...................... 

Sub Total 
b. Peserta Indonesia Rp/USS-> 96 
....................................................... ......... ... .. .. . . . .. . . ;, . ..................... 
c. Total { a + b) 1009G 

">ecntyu,gddakpcd.u 
8. Wakhl-



3. Waktu penyelewan proyek: 

Rencana wa.ktu penyelesaian proyek diperpanjang menjadi selambat-Ja.mbatnya 
sampai denga.n fa.n88al ........ ( .......... ). 

ll. Fasiliias Penanaman Medal : 
1. Pembebasan Bea Masuk alas pen,simporan mesin, barang dan bahan sesuai denpn 

Surat Kepu.tu.sanMenteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009. 

2. Pengllrangttn Pajak Penghasilan (PPh) Badan untuk Perumaman Modal di bidang -
bi.dang u.saha tertentu dan/ atau di da.crah-daerah tertentu., sesuai Pera.tu.ran 
Pemberintah No. l Tahun 2007 jo. Nomor 62 ·rahun 2008. 

m. Lain-lain : 

1. Pemtohonan untuk mendapatkan Failitas Penanaman Modal aeblgaimana dimat.sud 
dalam butir II diaampaikan bpada Pl'SP BKPM; 

2. Pelusa.haan yang siap bm,pe:rasi/berprodubi komersial wajib ~jukan 
permohonan lzin Usaha ke l'l'SP yang mcneibitkan wn Prinsipnya. 

3. Perusahaan wajib menyampaikan Laporan kgiatan renanaman Modal (LKPM) dan 
melabanakan ketenluan llngkungan hidup dan lcctcntuan-ketentuan lai:nnya; 

-4. lhusus untuk pemsahaan pemmutUUl modal asing, daLun hal terjadi pet'$elisihan 
antara peru.sahaan dengan Pemerin1ah Rcpublik Indonesia yang tidak dapat 
diselC:saikan secara musyawarah, Pemerintah Indonesia beneclia mengitu.ti 
pcnyelesaian menurut ketentuan tonvcmi tentang pcnydesaian pcnc&ihan amara 
Negara dan Warp Negara Mm3 men.gem.i penanaman modal seswli den,gan 
lmdan.g-wufang Nomor 5 Tahun 1968. 

5. kin Prinsip Fenwahall ini menipabn bagian yang tidai: terp.iaahbn dari Jzin 
P.rinsip/lzin Prlnsjp Perlwuan yang dilakubn perubahan. 

6. Hal-haJ lain )'BDg 1idak dinyatabn dawn Izin Ptimip Perubahan ini dan sepanjang 
lidak berterrbm3m dengan atau masih dawn telentwm, hat dan lewajiban 
sebagailtwla tclah ditetapbn sebelwm,ya oJch Petnctintah, tetap bcdatu 
sebapimanaadanya. 

KEPALA KPPT KABUPATEN SEMAR{\NG 

Tembusan kepada yth. : 
1. Kementerian Dalam Negeri; 
2. Kementerian Keuangan; 
3. Kementerian Hukum dao HAM u.p. Dirjen. Administrasi Hukum Umum; 
4. Kementerian yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan; 
5. Kementerian Negara Lingkungan Hidup [bagi perusahaan yang diwajibkan AMDAL atau Upaya 

Pengelolaan Lingkungan (UKL)/Upaya Pemantauao Lingkungan (UPL)]; 
6. Kementerian Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dao Menengah (bagi bidaog usaba yang diwajibkan 

bermitra); 
7. Gubernur Bank Indonesia: 
8. Kepala Badan Pertanahao Nasional (bagi penanam modal yang akan memiliki lahan); 
9. Direktur Jenderal Pajak; 
10. Direktur Jenderal Bea dan Cukai; 
11. Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan; 
12. Gubernur Jawa Tengah; 
13. Bupati Semarang; 
14. Kepala BPMD Provinsi Jawa Tengah. 
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Lampiran XII Peraturan Bupati Semarang 
Nomor !JV Tabun ~o(r 
Tanggal o 8 - a!J • <90 rr 

Bentuk Pcrmohonnn Menda.P4tbn b;in UIW\4 
Ba~) Pcru..::.ahac:n \"nni; IL '.vkft.si Dilt,~r l:a.w;;~::<rn Indus'ri 

PERMOHONAN UNfUK .MENDAPATKAN IZIN USAHA 
BAGIPERUSAHAANYANGBERLOKASIDILUARKAWASANINDUSTRI 

I. n:rERANGAN PEMOHON 

1. Nam.a Perwabaan 
2. Nomor & Tanggal Fendaftaran/ 

17.in Prinsip PM 
3. Bidang Usaha 
4. Nomor Pokok. Wajib Pajak (NPWp) 
5. a. Akte Pendirian & Peru.bahannya 

{Nama. Notaris,Nomor & Tansgal) 
b. Pengesahan .Menteri Hukum dan HAM 

(Nomor dan Tanggal) 
6. Alamat Kantor Pusat 

~ Nomor Telcpon dan 
• Faksimili 
• E-mail 

7. a. Alamat Lokasi Proyelc/Pabrik 
- NomorTelepon dan 
- Fabimili 
• E-mail 

D. IF.ALISASI PROYK 
Jja ~ proyd lllt:IICalup lt:hih dm MIU ~- MIU/ ~ di Jebih dlUi 8lllu Xllbupaldn/Kobl lffllbl ....,, (bJdirqg,,.,,., ~ produt,si,JJOIUUIU'll1l,JICIIS8JIIIUll tan.th, lf:n11p btjii dan invcrlai) blllVS dJrJnci 
~ $1,n/ /t:ndujl,/JIJJ 

1. J.Capasitas Produbi dan Pemasatan Per tahun : 
· ,kmi§ Harang I Ja.sai Satuan Kapasitas-, Ekspor Keterangan 

............ 
") Untuk usahadibid.ang pel'dagangan agar ~blmkanjeni, ba~ ~di~n 
.. ) Dmarbn pada pcrhitungan bpui.tas ~utuk.~indU-$hi 

2. Nilai ttspor per tahun 
3. Saat Mu1ai Berproduksi 

Bulan 
Tahun 

: u.ss ....... . 

4. lnvestasi Froyd: (Men&SUnaka.n Mata Uang 3C3uai SP) 
a. J\.iodal Tetap : ................................... . 

- Pembelian & Pematansan Tanah: .................................... . 
•. Ba.ng-u.nan I Ged.111:tg : ............ ~ .................................... ... 
- Mesin/Perala.tan & Suku ca.dang : .................................... . 
- Lain-I.a.in 
SubJumlah 

b. Ivtodal Kerja (uutuk 1 tum over) 

5. Penggu.naan Tanall 
... ) Corel yang tidat pcrtu 

Jumlah 
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6. Sumber Pembiayaan 
a. Modal Sendiri 
b. Laba yang Ditanam Kembali 
c. Modal Pinjaman 
Jumlah 

7. Modal Perse:roar1 
a. ModalDasar 
b. Modal Ditempatkan 
c. Modal Disetor 

8. Tenaga Kerja 
~ Pimpinan Perusahaan 

Direksi 
• Koperasi ··-····· ..... : Pimpinan 

b. Tenaga Profesional 
-Manager 
- Tenaga Ahli 

c. Tenaga Kerja Langsung 
Jwnlah 

9. Penyertaan modal dawn perseroan 

. 
• •••••r~P• ♦ ••+•••••••••••••••• ◄•••••• . 
• ••••••~~~•••••••••r~•••••••••••••~•• . 
"' • • t ••••••I""•• .. •'"% it .. "'~•••••• ,.. •., • • • •.• "" . 
• i .......... ~ ... ~••4·~-• .......... ~········· 

. . ..... , ..................... ~············· . . ..................................... ~······· 
IndQtl.(Wa 

Hanya diisi untuk Perusahaan Penanaman Modal A.-ung (P.MA) 

a. Peserta Asin~ RD/US$ 

SubTotal 
b. Peserla J:ndonesia Rn/US$ % 
........ _ .................. ~........................... ......................... . .................... ,. .... .. 
C • .... ~ 1 (-a +b)•••$\ 1·"""'°' 

.luml. I ••---•••••••••••*••• VUIU 

-) Total~ IIKIGa.l.dalam pencrou SIUII& baar~ modal diaelor 

DL PEINYATAAN 
Kami menyatabn bahwa permohorum ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh 
yang berhak: di at.as materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat 
dipertanggw)8jawabbn termasuk dokwnen/data bail:: yang tcrJampir maupun yang 
disampaikan kemudian. 

LAMPIRAN PERMOHONAN: 

Pemohon, 
Materai Rp.G.000,-

Nama terang, Tanda tangan1 

Jabaian; Cap Perusahaan. 

1. Lapor-.ut Hasil Pemeriksaan Proyek yang ditandatangani oleh Tim Pelaksana LHP, lchu.sus 
bagi kegiatan waha yang memerlubn fasilitas bea ma.')uk atas impor barang dnn bahan 

2. Rebman akta pendirian dan pengesahan serta a.kt.a pentbahan dan pengesahan dari 
Departemen Hul"um dan HMt; 

3. Rebman Pendaflaran Penanaman ,Modal/Izin Prinsip Fcnanaman Modal/lzin Prinsip 
Perluasan Penanaman Modal/Surat Persetujuan Penanaman Modal/lzin Usaha dan/atau 
Surat Persetujwm Perluasan Penananum Modal/12.in Us.aha Perluasan yang dimiliki; 

4. Rebman NPWP; 
5. Bukti penguasaan/penggunaa.n tanah atas nama perusahaan ~ 

a) rebman sertifikat Hak Aw Tanah atau akta jua1 beli tanah oleh PPAT1 atau 
b) rekaman .... 
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b) rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah. 
6. Bukti penguasaan/penggunaan gedung/bangunan : 

a) rekaman Izin Mendirikan Bangunan (1MB), atau 
b) rekaman aktajual beli/perjanjian sewa menyewagedung/ bangunan. 

7. Rekaman izin Ga~uan (UUG/HO) atau rekaman Surat lzin Temyat Usaha (SITU}; 
8. Rebman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) semester terakhir; 
9. Rebman penetujuan/pengesa.han Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) 

atau rekaman persetujuan/pengesahan dokumen Upaya Pengelolaan Unglamgan (UKL) 
dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); 

10. Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi teknis terkail dan/ atau 
peraturan daerah sete,mpa.t; 

1 1. Permohonan ditandatangani di atas materai cuk:up oleh direksi perusahaan; 
12. SUrat Kuasa bennaterai cukup untuk pengurusan pennohonan yang tidak dilakukan 

secara langsung oleh direksi perusahaan. 

MA.RANG, 

530 



Lampiran XIII Peraturan Bupati Semarang 
Namo1· !JY Ttihun ,20(1 

Taugg. . o8 - oj - JD(( 

Bentuk Permohonan Menda.patkan Izin Usaha 
Bagi Perusahaan Yang Bertobsi Di I<awa,an Indwtri 

PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN IZIN USAHA 
BAGI PERUSAHAAN YANG BERLOK.ASI DI KAWASAN INDUSTIU 

l XE1"ERANGAN PF.MOHON 
1. Nama Perusahaan 
2. Nornor & 1'anggal Pendaftaran/ 

Jzin Prinsip PM 
3. Bida11g Usaha 
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 
5. a. Akte Pendirian & Perubahannya 

(Na.ma Notaris,.Nomor & Tan,sgal) 
b. Pengesahan Menleri Hukum clan HAM 

(Nomor dan Tangga)) 
6. Alamat Kantor Pusat 

- Nomor Telepon dan 
. - Fabimili 

- E-mail 
7. a. Ahunat Lokasi Proyek/Pabrik 

Nomor Telepon dan 
- Fabimili 
- E-mail 

menyatakan dengan ~ya bahwa proyek bmi telah siap melakubn produk.-.i 
tomenialdengandatasebagaiberikut: 

1. Kapasiw Prodi1m clan Pem.asaran Per tahun 
Jen.is Ba.rang / Jua*) Saluan Kapa.situ., 

. 
Ebpor Keteran,gan 

") Unhak: usahadibidan,g ~ .apr mencarmamlwtjetus ~ yang di~n 
") Dii:Luarlcm pad.a pemitu.npa bpiuilu terpuang unhlkxdot' indwtri 

.Z. Nilai Ekspor per tahun : US$ ... !I- .... 
S. Saat Mulai Beiprodubi 

Bulan · 
TahWl : 

4. In:v~ta&i Proyek (Mon83unakan Mata Uang MSuai SP) 
a. Moonl 'l'etatp : ••a&••····-·•-"·· ......................... . 

- l'embclian & Pcmahm3;m T::mah: .................................... . 
- Bangunan / Gedung . . .•..••..•...•.••.........••...•.... 
~ Mesin/Peralatnn & Suku Cadans • • ...••••.•.•..•.••••...•.••.••......• 
- Lain-Lain •. ··••u--•----•H••UUUH•••H•t·tM 

Sub Jumlah ....•.••••.........•.................. 
b. Modal Kerja (untuk l turn over) ~,,.,-=-~-· .. ,,,. .................... ,..,.,~ 

5. renggunaan Tanah 
•

0
) ~t pmg tidaJc pulu 

Jum]ah .................................... . 
· 2 1h ,$"U) 
,. ., .............. ,.'",,." .. '!' ..... in , .. a 



6. Swnber Pembiayaan 
a. Modal Sendiri 
b. Laba yang Dita.nam Kembali 
c. Modal Pi.njaman 
Jumlah 

7. Modal Pct'8eroan 
a. Modal Dasar 
b. 1\,1oda1 Ditempatkan 
c. Modal Disctor 

8. Tenaga Kerja 
a. Pimpinan Pemsahaan 

- P'f .......................... : Komisaris 
Direbi 

- Kopcrasi .............. ; Pimpinan 
b. Tenaga Profesional 

-Manager 
- Tenaga Ahli 

c. Tenaga Kerja Langsung 
Jumlah 

9. Penyertaan nwdal da.lam peneroan 

.pl ..... ••••••••+ .. •• .. ••••• ...................... , 

. - -~ ................ ~ ........... ~ ................ . . 
~· ............................................. ., .... *••· 

Hanya diisi untulc Perusahaan Penanaman .Modal A.sing (PM.A) 

a. Peserla ,Asinq Rt>/US$ 
·••+• .......................... :.,. ........ -•--*••···· .... .,... .,. ........ ;r, ♦••·· •• ....... • • ··~- ..................... . 

SubTotal 
h. Peaerta Indonesia Rn/US$ % 
......................................................... ............................. • .... .., ............ ;r, .......... ., .. .. 

--> 'nllal penyatun modal daWll pmc,roaw beardengut modal disetor 

Mengetahui/Menyetujui, 
Dilutur/Pimpinan JCawasan lndu.stri 

Yang niembuat pernyataan,, 
Direktur Utama,, 

Materai Rp.6.000,-

NamaJelas dan Cap Perusahaan 
Kawasan lndustri 

Nama Jela.s dan Cap Perusahaan 

LAMPIRAN PIKMOHONAN : 

1. Laporan Hasil Pemeriba.an froyek yang dilandatangani oleh Tim Pelaksana LHP, khusus 
bagi kegiatan usaha yang memcdu.kan fasili.tas bea masuk atas impor ha.rang da.n bahan 

2. Rekaman akta pendirian dan pengesahan serta akta perubahan dan pengesahan dari 
Depa:riemen Humm datt HAM; 

3. Rckaman Pendaftaran Penanaman Modai/Izin Prinsip Peuanaman Modal/Izbt Prinsip 
Perluasan Penanaman Modal/Surat Persetujuan Penaruunan Modal/lzin Usaha dan/ a tau 
SUrat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal/Jzin Usaha Perluasan yang dimiliki; 

4. Rekaman NPWP; 
5. Bukti penguasaan/pensguuaan tanah at.as nama pcrusahaan : 

a) rekaman sertifikat Hak At&$ Tanah a tau akta jual beJi tanah oleh PPA1', atau 
b) rekanum perjanjian sewa~menyewa tanah. 

6. Bukti pengwqaan/penggunaan gedung/bangunan ! 
a) rekaman l7.in Mendiribn 13a.r.18,unan (1MB), atau 

b) rekaman ••• 
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b) rekaman akta jual beli/perjanjian sewa menyewa gedung/ bangunan. 
7. Rebman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) semester tera.khir; 
8. Rckaman .persetujuan/pengesahan Analisis Mengcnai Dampak Llngkunga.n (AMDAL) 

atau rekaman persetujuan/pengesahan dokumen Upaya Pengelolaan Llngkun,gan (UKl) 
dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); 

9. Persyaratan lain sebagaimana diatur dalrun peraturan instansi teknis terkait dan/atau 
peraturan daera.h setempat; 

10. Pennohonan ditandatangani di atas matcrai cukup oJeh direksi penisahaan; 
11.Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan pennohonan yang lidak dilakukan 

sccara Jangsung oleh direbi perusahaan. 
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Lampiran XIV Peraturan Bupati Semarang 
Nomor !J'( Tahon ~or, 
Tanggal 08 - 0.9 - ~C!J(I 

Bentuk Permohonan lzin Usaha. Penggabungan Perusahaan (Mersel') 

PER.M.OHONAN IZIN USAHA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN (MERGER) 

L UI'ERANGAN PEMOHON 

n. 

A. Perusahaan yang dipertahankan (Survivi.ng Comp.myJ 
1. Nama Perusahaan 
2. Status.Perusahaan 

"')Com :,ai,g lidak pc:rlu 
3. Bidangu.saha 
4. Lob$i Proyek 
5. lzin Usaha 
G. AJamat lengkap 

- Nomor Telepon 
- Fabimill 
- E-mail 

7. a) Aleta Fendirian 
b) Alda Perubahan 
c) Pengc:sahan Departemcn 

Humm dan HAM 

: PMDN/ PMA") 

. ., 

................. ~ ................. ¼• ■••··· 

. 
~ .................. +••··~ .......... ~·-······· ................................................... ,,,. ..... 

B. Perusahaan yang digabungkan (M~ avt.ip,m~ 
1... Nama ~ru.sa:t.a.n. .............. ,t ................ ..,. ........... . 
.2. Status Perusahaan : PMDN. PMA, Non PMDNIPMA-> 

•)C.orel yuiglidak pcriu 
3. Bidangmaha. 
4. LokuiPIOyek 
5. lzin Usaha Te.tap 
6. AJamat lealgkap 

- Nomor Telepon 
:rabimili 
- E-mail 

7. a) Akta. ~ndirian 
b) AktaPerubahan 
c) Pengeaahan Depariemen 

HutumdanHAM 

..................................................... 

. "' ............................................ .. 

Apilbi/11 ~y,,ngd/gllbutrShn Jebih dad J (MIU} pcrwaJuu,n~ mabl d"'1I pemw,an diisi .selUlti Ul'llilUr di.,., (balir .w. 
DATA/KE'l'£RANGAN PERUSA.l:IAANVANG AXAN BDGABUNGSF.SUAI nrr 
.Aptd,i/11 bidaDJI I.ISIIM/sckfor dan Jakasl proyck dari pen,salwm p.,w di~ msupun ~.'lRha.,m­
pcru_,,_ ~ ~ !<,bin J,u,i I (Miu)~ u,,,,Ju/~ dJln J ,-,,_,) bhup,sten/Xnfs atsu, msra 
dlllll prt,yr:k dibu11tlt:rpisah lleSWli bidttng uMhll/8dct«'dan Joblsi Kllbup,,tm/l(ola masmg-muing. 

A. Produksi PerTahun : 
l 

Kapasitas Produksi ~ 
I "') ii ••) III ""'") _ __,_ ___ ,_ ~"'"''··-----'-- --r-----. --·-

jenis Barang / Jasa Satuan 

i-:-:;••;:.:•-:;.;;;•;;,;• •;;;.;••;;;.;";;;.;••..:::••.:;:::••;:.:•••;:.:•• ..... :;.;;;••c.:.;• •:;cc••..:••:,;..• -+...;.•.•.;:.:•.•.;.c;•.·.-·.·.-·.· .... ·.·.--·.·.·.-·.-+--'.• •. ;...•.·.-.·:.-t::-::-.::-:---1i---::·-.-:.-·::-: :-::-::~: .......... :. :::::~~=--J 
........ _ ............................. ,.......... .T l 
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B. Pemasaran Ekspor Per tahun Perusahaan yang dipcrtahank.an (Surviving) ~telah 
rm:rxcr: 

Jenis barang/jasa Ekspor (%) 

Perkiraan nilai ekspor per tahun : USS ..................... . 
*) Perusahaan yang dipertahankan f.Survivi11,i} 
.. ) Pcn.1$1lNatt¥pcrwahaan yang diga.bungluui (Merging) 
• .,.)Pcnuahaan )'ll..g dipertahan.kan (Surviving} s.ctclah mef3.cr 

C. Lokasi Kegiatan Usaha 

1 .. Kabupaten/ Kota 
2.Propinsi 

D Penggunaa.n tanah 

Luas Iahan CMZ) 

E. Penggunaan Tenaga Kerja 

Tenaga kerja Indonesia (oran,g) 

r. lnvestasi 
(Dusi se.,uai mata uang sebelumnya) 

· 1. Modal Tetap 
a. Pembclian dan Pematangan 

Ta?Ulh 
b.Bangunan/Gedung 
c. Meain-mesin/Peralatan dan 

Sukueadan,g 
d.. Lain-lain 

SUbJwnlah 
z. Modal Kcrja 

Jwn1ah 

II ""i 

. 

.. .................. -+ .................... . 

. 
* ····-· ..... ···.... • ......... ·-••+!!> 

♦ ... -·-··-····••+ .,,. ...... -•+••* .... . 
• ................. 'II ................... .. 

. . . ... ,,,·~···· .. ,-~· ............. . • •••■••■1" ■J•T~tl 

H. Sumber Pembiayaan : .z..• __ _.B...,,e=nualwm=.==" "---..,...,""'.'-'' -
ll '") JD"'*) 

l :.•~.i-1 "'·-.I: -• IY.iUUIU ~n.un 
2. Modal Pirtjanum 
S. Laba Dmmam Kembali 

Jurnlah 

.. ♦---· .. ···•-•+ ............... .. 

. ,. .,,•~-•.•·••r,:t•.,-t ................. t .. .. 

•) Pe:rw:ahaan yang dipc:nahanbn CSw.vivin;p 
.., ) Pc:rull!ih&an•pcnt$1diUII yang ~ngkan (Megi1W 
•-) l'enlahaan :ya.ns dipeit&hanbP (Survivi,w ,ctelab merg<:r 

I. Modal Perseroan 

1. Modal Dasar -• ,.., ... 11.-. •• ....... , ........................ ... 

2. Modal Ditempatkan 
3. Modal Disetor 

j. Pooisi Kepemllikan saham 
(Diisi bila ada f'MA yang bcrgab&l~ aaau pe:ngpbungan anw- F.Mi\} 
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A. Penvertaan Asin2. 
PERUSAHAAN-P£RUSAHAAN YANG PERUSAHMN SETELAH 

1-----::-::,----,.-;;B~E=~=G.=.::AB~UN::::.;..;.G;;;;;___,,----..,......--4---•• BERGABUNG 
Nama Nama Pemegang US$ Nama Pemegang US$ 

Perusahaan Saha.m Saham __...... .. ==;:.:;....i ·---+----~-i--._;;;:==--..i---_.J 
1 .............. .. 

. ....... ,:,,,.,. ................... .,. .............. ·······,.···"'·"'"'·"·"'·· ....... . 
2. ···-············ 

3. ········· .. · .... 

B. Penvertaan Indonesia 
FtRUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG PERUSAHAAN SJ:I'ELAH 

P=-•----,-..::B;;;;;ER.GAB==UN;;;.;;..;G.;;::__...,......_.:..• _,,.--l---__;B;;,::E:::;.RG=:.AB=.::U:.:..N:,::G::.._.._--1 
Nama Nama femcgang; US$ Nama Pemegang US$ 

Perwahaan Saham Saham. 
1 ..........•...... • .............. ..,................ 4 ........ . 

2 ............... . 

• .................... ~..--•-• ••••+••••w ••••~r..-•••.-••••·••-.•••••••• 111..-• .,"'*•• 
? l'enualwwi,-ns diptmlwlbn . ·._. 
~ Pcrusabaan-pcnasahanJ&R3 ~-~ 

•-,. Pmmhaan yan,gdi~ ($a'ldl'ilU) lddah-mcrser 

m. PEINYATAAN 

Kami menyaiakan bahwa permohorum ini dibuat dengan benar, dibmdatangani oleh 
berhak di aw matcrai yang cutup dan sewaktu.-waktu dapat dipertanggungjawabkan, 
termasuk dokwnen/data yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian • 

Surviving Company 

P'f .... -·······••·•i!i-•······•,.·••..,·--· 
Materai Rp. 6000 

LAMPUlAN PERSYAIAT.AN : 

..................................... "'", ................... ___ ........ 20 .. ... . 
Tanda tangan, nama tenmg, 

jabatan dan cap Perusahaan-perusahaan 
yang bergabung 

Merging Company/ies: 
1. "Fr .................................. _ ...... +. Z... Pf ..................................... . 

t. taporan Hasil Pemeriksaan Proyek yang ditandatangani oleh Tim PeJa.ksana LHP, khusus 
bagi kegiatan u.saha yang mcmerlukan fasilitas be.a ma,uk atas impor barang dan bahan 

Z. Rekaman akta pendirian da.n pengcsahan se1ia akta pcru.bahan dan pcnges.ahan d:1ri 
Depa.rtemen Hukum dan HAM.; . 

3 . .Rekaman Pendaftaran Pena.naman Modal/lzin Prinsip l'erumaman Modal/Izin f'rinsip 
Perluasan Penanainan Modal/Surat Perselujuan Pcnanaman ModaVb:in Usaha dan/ a.tau 
Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal/17.in Usaha Perluasan yang dimiliki; 

4. Rekaman ... 
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4. Rebman NPWP; 
5. Bukti penguasaan/penggunaan tanah aw nama perusahaan : 

a) reka.man sertiflkat Hak Afas Tanah atau akta jual beli tanah oleh PPAT, atau 
b) rebma.n perjanjian sewawmenyewa tanah. 

G. Bukti penguasaan/penggunaan gedung/bangunan : 
a) rekaman Izin Mendirika.n Bangunan (1MB), atau 
b) rekaman akta jual beli/petjanjian sewa menyewa gedung/ bangtman. 

7. Rebman izin Gangguan (UUG/HO) atau rebunan Surat lzirt Tempat Usaha (SITU); 
8. Rebman persetujuan/pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) 

at.au rekaman persetujuan/pengesahan dolcumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) 
dan Upaya Pemantauan Linzkungan (UPI.); 

9. Persyaratan Jain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi teknis terkait dan/atau 
peraturan daerah setempat; 

10.Fennohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perwahaan; 
I I.Surat Kuasa bermaterai cukup untulc pengurusan pennohonan yang tidak dilakubn 

secara langsung oleh direbi peru&1baan 
12.Kesepakatan scluruh pemegang saham masing-masing perusahaan bailc peru.5ahaan yang 

meneruskan kegiatan (surviving comJJllllp maupun perusahaan yang menggabung 
(merging companp tentang persetujuan penggabungan perusahaan dalam bentuk akta 
Pernyataan Keputusan Rapat Umum Petnegang Saham yang memenuhi ketentuan Bab VI 
UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 

13.Kesepakatan seluruh pemegang saham perusahaan yaitu perusahaan yang menerusbm 
kegiatan (sumYing companj) dan perusahaan yang menggabung (meJ8ing companJ? 
tentang rencana penggnbungan perusahaan (M~ Plan) daJam bentuk akta merger 
y.:.mz tcbh Jisdttjui okh Menk:i Hu::.:ur, d.3.H l-Lk.Asasi !vbnusia; 

14 • .lekaman Laporan Kegia.tan Penanaman Modal (LKfM) periode tera.krur bagi pcrusa.haan 
yang menerusbn kegiatan usaba {surviving companjJ. 



Lampiran XV Peraturan Bupati Semarang 
Nomor Jy Tahun lo(r 
T,,nggnl 0g , 03 - 00(( 

Bentuk Jzin Usaha/lzin Uaaha Perluasatt 

KOPSURATKPPTKABUPATENSEMARANG 

NOMOlt: .~ .. ., ........ jjp ...... . 

TENTANG 

IZIN USAIWJZJN USAHA PERLUASAN' 

Merdmbaog : 1. bah~ berdasarm penelitian terhadap pennohonan yang 
diterima tangpl •••• dan Lapomn Hull ·:remcribaan No . 
..... _. tangga1 ........ /Laporan Kegjatan Fena:naman Modal 
(LXPM-Lt) Semelfer •••• Tahun •••• atas pclabanaan 
Pendaftan.n f'eruulaman Modal/Jzin Prinsip Pena.naman 
Medal No ..... tan.ggaI .••• atu nama .... yang bergemk: di 
bida.118 uaaha ••• ., ~ 1clah memenuhi syara.t-syarat 
yang diperiubn schir,gga dlberibn lzin Usaha; 

2. bahwa untuk itu pcrla dikeluamn Surat-KeputwaIL 

Meuginpt : l. T.Jadang .. undang Nomor ZS Tamm 2007 tentm,g Fenanaman 

Menetapbn 

Medal; 
2. Undang-uncfaai& Nomor ••• Tamm ... yang bcrbitan dengan 

bidans waha; 
S. Peraturan Pemerin1ah Nomor ... Talum •.• ,ans berkaitan 

dmpnn bidaaguraha; 
4. Peraturan Prclidma. ~ Indonesia Hamor 90 Tahun 

Z0071entan8Badan Koonlinai. Fenanaman Modal; 
5. Pemtunm Ptaidcn Nomor Z7 Talum 2009 tentang 

rdaya.nan Terpadu Satu ftntu di Bidang Penanaman Modal; 
6. Pemtunn .Menteri tebus tentaDg Pelimpahan Wewemmg; 
7. Peraturan KepaJa Badan KqJa1a. loordimm Penanaman 

Modal Nomor .••• Tahun . ~. tentang: PedOJIWI Dan Tata Cara 
PennobonartPenanamanModaL 

M£MU'IVSICAN 

PErl'AMA : Membcrikan lzin Usaha ~pada penmdaaan pemnaman modal 
asin3 atau penanaman modal daJam negeri: 

t. Nama Perusahaan 

2. - Alda. pendirian dan 
perubahannya 

- Pengcsahan 
McntetiHukum 
danHAM 
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: Notaris •.••• , No ........ . 
tanggal.. ..... 

: ~·······-···· TaJ\88a] ........ . 



KEDUA 

3. Bidang Usaha 

4.NKP 

5.NPWP 

6.Alamat 
a. Kantor Pusat 

Telepon/Facsimile 
b. Lokasi Proyek 

. . ............................................................ . 

. . .................... , .......................... ········ 

. . .. ····~········································ 

. . ................................................................................ . 

. . .................................................. . 
.................................................. 

7. a. Jenis dan kapasitas p:roduksi 
terpasang per tahun 

Jenis Produbi XBIJ 

b. Pemasaran (bila ada ebpor) 
Keteranga.n ; 

8 . Investasi 
a. Modal Tetap 

- Pembelian dan pematangan 
tanah 

- Bangunan dangedung 
- Mesin/pera)atan clan 

sukucadang 
- Lain-Jam 

Sub.Jumlah 

Saluan Kapasitas 

. . ......... -............... -............. . 
··•·············•·•····· .. ·-·· .. -··· ... 

.. . ............... ·-···-·····-······ .. ···-· 

b. ModalKerja ........................................ 
c. Jumlah 

9. Penyertaan modal dawn perseroan ........... .. 
Hanva diisi untuk • aan modaJasin'l: 

a. PesertaAsin$t RD/US$ % 

·····························~- ··················-· ..................... 
.............•...........•..••. ..••...........•.•.. •···•··••Ae••···•·••· 

Sub Total 
b. Peserta Indonesia RD/US$ % 
.•.........•........•.......•.. . ..................... ·········-·········· 
..........•.....•....•......... ·-·················· ····················· 
C. Total (a+ b )~ ····-·-·-~----··---· 100% 

10. Tenaga Kerja. : 
- Jumlah Tenaga Kerja 

11. Penggunaan Tanah m2/Ha 

Mewajibkan kepada perusahaan sebazaimana tersebut pada 
diktum PERTAMA untuk menaati ketentuan sebagai berikut : 



D'l1GA 

1. Mengajukan izin perluasan, jib perusahaan melakukan 
perwnbahan produbi melebihi 809(, diatas kapasitas izin; 

2. Mehwanabn semua ketentuan yang tercantum dalaJn 
dokumen RKL/RPL atau UKL/UPL; 

3. Menyampaikan laporan berkala kegiatan penanaman modal 
(LKPM•L2) selambat•lambatnya pada tanggal 31 Januari 
setiap tahunnya kepada : 
a. Kepala PDKPM 
b. Kepala PDPPM 
c. Kepala BKPM 
d. PengeloJa Kawasan lndustri (jika lo.kasi di kawasan 

industri}. 

: •Izin Usaha perusahaan penanaman modal asing atau 
penanaman modal dalam negeri ini berlaltu. : 
1. Si;jak peru:, .. ha.; .. u l.Jcropenui Lom..:r::.ial b1. :an .. .. dan 

seterusnya selama perusahaan masih melakukan kegiatan 
· usaha, kecuali ditentukan Jain oleh peraturan peru.ndang~ 

undangan; 
2. Untulc melabanakan kegiatan usaha .•••. denga.n mengikuti 

ketentuan yang berlaku; 
3. Untulc pemabian guda:ng atau tempat penyimpa.nan yang 

berada dalarn komplek usaha yang bersangkutan. 

: Apabila ketcntuan da1arn keputusan ini tidak dipenuhi, dapat 
dikenabn sanbi sesuai dengan peraturan perundangan yang 
berlatu. 

: ICeputusan ini sewaktu-waklu dapat diubah, bilamana temyata 
penetapannya tidak benar atau terdapat kekelirwm.. 

KEPALA KPPT KABUPATEN SEMARANG 

Tembusan di8ampaikan !e.pada Yth. : 
1. Menteri yang membina bi.dang usaha penanaman modal yang bersangku.tan; 
2. Direttur Jenderal Teknis yang bersangkutan; 
3. Direktur Jenderal Pajak; 
4. Gubemur yang bersangkutan; 
5. Kepala PDPPM; 
6. Kepala PDKPM. 
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Lampiran XVI Peraturan Bupati Semarang 
Nomor 9Cf Tahun .:J._e(f 
Tanggal 08 - o.!J - ~o(( 

Bentuk Izin Usaha Penggabungan Penuahaan 
Penanaman Modal (Merger) 

KOP SURAT KPPT KABUPATEN SEMARANG 

IZIN USAHA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN 
PENANAMAN MODAL (MERGER) 

Nomor: 

Menimban,g : 1. bahwa bcrdasarkan penelitian terhadap pennohonan yang diterima 

2. 

. 1 • . 
z. 

s. 

•• 
5. 

6. 
7. 

Menclapbn: 

tangga1 .•... , Akta Notaris No. • . . . •. • • • tanggal . • • . . • . . •. tenta:ng 
pemyataan ke.,epakatan :Rapat Umwn Pemesang Saham (RlJPS) 
Fl'............. ta.ngga.l, ....................... , Aleta- Nofa.ris. No. • •••••••• 
tan,gga1 .......•.. F'I'. ---··--··--··-· dan Akta Notaris RIJPS MeISer No . 
.••..•.... tansgal ................. dianggap telah memenuhi syarat-
syarat yang diperlubn sehingga diberikan lzin Usaha dalam rangka 
penggabungan perusahaan (merger); 
bahwa untuk itu perlu dikcluarkan Surat Kcputuaan. 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang ~ Modal; 
Undang-undang Nomor .•. Tahun ••• yang bemibm dengan biding 
aaaha; 
Peraturan Pemcrintah Nomor .•• Tahun ••. yang ber.bitan ~ 
bidangmaha; 
Feraturan freaiden Kepublit Jndoneaia Nomor 90 'n.hun 2007 tentang 
Badan ~ Penanaman Modal; 
Ferabmm Pft:siden Nomor 27 Tamm 2009 tentang Felayanan Terpadu 
Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; 
Peraturan Menteri teknis tentang Pelimpahan Wewenan,g; 
Peraturan ICepala Badan Kepala ICoordinasi Penanaman Modal Nomor 
• ••. Tahun ••• tentallg Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Penanaman 
Modal 

MEMl11'UWN 

P.Ea'AMA : Mcmbcrikan Izin Usaha ~ Permahaan ~ kepada: 

A. Perusahaan yang meneruskan kegiatan ( Surviving Company) : 

1. Nama Perusahaan 

2. - Akta pendirian dan 
perubahannya 
- Pengesahan 
Menteri Hukum 
danHAM 

3. Bidang Usaha 

: Notaris •.• , No •••. ~al... 

: No. ...... Tanggal .............. . 

. . . ................................................ . 



4. NKP 

5. NPWP 

6. AJamat 
a. Kantor Pusat 

Telepon/Facsimile 
b. Lokasi Proyek 

7. aJenis dan kapasitas produksi 
terpasang per tahun 

ICBU Sawan 

b. Pemasaran (bila ada ekspor) 

Keterangan • 

8. NiJai lnvestasi 
a. Modal Tetap 

- Pembelian dan pematangan 
tanah 

- Bangunan dangedu.ng 
- Mesin/peralatan dan 

sukucadai)8 
Lain-Jain 

Sub.Jumlah 

b. Modal Kerja 
jum1ah 

. . ........................................................... . 

" ................................. ····•···•••····· 

................................................. 

................................... ., ................. . 
. . .................................................................................. . 

Kapasitas Jenis Prodaksi 

...... _ ........... ·-·-·••'e••························ 

. . ................................................................... . 

. . ........................ -............................... . 

............................... ·-······-······· ................. -........................... . 
. . ............................................ _ ............ . 
................................................... 

9. Penyerlaan modal dalain perseroan ---····-· 
11an- dim untut 

. 

a. Peserta .Asirui: 

······················~········ 
................................ 

SubTotal 
b. Peserta Indonesia 
...•.•.........•.....•........• 
................................ 
C. Total (a+ b)---> ., coret,.. tidat p!rill 

10. Tenaga Xet;a : 
- Jumlah Tenaga Kerja 

11. Pengguna.an Tanah 

modaluinsc 
Ro/US$* % 

.................... . ..................... 
·······~·-·········· . ...............•.•.. 

Rn/US$* % 
•.•......•...•...... ..•.................. 
~ ......... ~·······~-- . ...................... 
·········-·········· 100% 

m2/Ha 

i. Perusaha.an yang bergabung ( Merging Company) 

1. Nama Pentsahaan 

2. Akta pendirian dan 
perubahannya 
Pengesahan 

Menteri Hukum 
danHAM 

. . . .................................................. . 
· Notaris ... , No; ... Tanggal ... 

No. -·· Tanggal ............ . 



3. Bidang Usaha 

4. NKP 

5. NPWP 

6. Alamat 
a. Kantor Pusat 

Telepon/Facsimile 
b.LokasiProyek 

7. aJenis dan kapasitas produksi 
terpasang per tahun 

DU St!tuan 

b. Pemasaran (bila ada ekspor) 

JCeterangan : 

8. Nilai Investasi 
a. Modal Tetap 

- Pembelian dan pematangan 
tanah 

- Bangunan dan gedung 
- Mesin/peralatan dan 

sukucadang 
-Lain-Jain 
Sub.Jumlah 

b.Moda1Kaja 
Jumlah 

. . . ·········· .......................................... . 
......................................... ,,, ..................... . 

. . ......................................................... . 

• • .......................... ········••◄••············ ••••• 

. • . ····························••a,••············· 

ICapasitas Jenis Produbi 

. . ................................................. . 

. . . .............................. -.............................................. . 

.................. _ ............. -......................... . 

. . ................................................. . . . . .. "._-........ _ ......................... _ ...... . 

. ·····-······ .. ····-················---·········· . . . ................ ____ .. _____ ........................... _ .. __ 

9. Penyertaan modal dalam perseroan ............ . 
Ham1Jl diisi untuJc . - nenanaman modal asiD2 

a. Peserta As:in2: RD/US$* % 
................................ ................... ~ . ··~·················· 
........••.•....••............. ···~ .. ·-············~ ····················· 

SubTotal 
b. Peserta Indonesia RD/US$" % 

·············· .. ················ ••..••.•........•••• ..................... 
····························~·· ···~··············· ····················· 
c. Total ( a + b )**") ···-··············· 100% 

-> coret yang pe tidalt :rJu 

10. Tcna.:;a Kcrja · 
- Jumlah Tenaga Kerja 

11. Penggunaan Tanah m2/Ha 

C. Pen.uahaan hasil penggabungan ( Mez;ger Company) · 

l. Nama Perusahaan 
2. - Aleta pendirian dan 

perubahannya 
-Pengesahan 
Menteri Hula.un 
danHAM 

643 

. . . ..................................... . 
· Notaris ... , No .... Tanggal 

: No... • •. Ta-nggal ..•.•...... 



KEDUA 

3. Bidang Usaha 

4. NKP 

5. NPWP 

6. Alamat 
a. Kantor Pusat 

Telepon/Facsimile 
b. Lokasi Proyek 

7. aJenis clan kapasitas produksi 
terpasang per tahun 

gu S&twm 

b. Pemasaran (bila ada ekspor) 

Keterangan : 

8. Nilai lnvestasi 
a. Modal Tetap 

- Pembelian dan pematangan 
tanah 

- Bangunan dan gedung 
- Mesin/peralatan da.n 

sukucadang 
-Lain-lain 
Sub.Jumlah 

b. Modal ICerja 
Jmn1ah 

. 
"' ., l;o ......... 5"~ ............. " ............ ~ ......... 111 •• , ............. . 

• • ........................................................... , ................ ii. 

. . ............................................................... . 

. . . ·············································· 

. . . ·······································--······ 

. . • ·••••••••••••·•··••·•••··· .. ···········••'I••··· 

Jenis Produbi 

. . ...... -..................... -............................ ________ _ 

. . .. ............................................. _ ...................... . . . ............................................... . 

. .. ··-······· .. ··•··•······• .................. -.... . 

. - ...... -.. ..... ---.-·•---· ............... --··· . . .. ...... -... ··-·--·········· .. ·········• .. ···· 
9. Penyertaan modal dawn perseroan ··-·--···· 

Hanva diisi untuk J:Jeru.SahWl modal asinY: 
a. Peserta Asin;z RP/US$* 
.......... ·•···· .. . . . . ....... .. .... . . ......... .. .. . .. .. . . . ..................... . 
. .. . .. . ··········· .. .. .......... .............. ....... .... . . .................... . 

SubTotal 
b. Peserta Indonesia RD/US$* <J6 
............................ ····· ........ .. . . ....... .. . ................... . 
.. .... • • • • • • ••••• ••• •• • • • • ••••• •• • ................. - • • • • ••••••••••••••• ti •••• 

c. Total (a+ b )---i 100% 
., con:tyangtilMkpetlu 

10. Tenaga Kerja : 
- JumJah Tenaga Kerja . . ·•·•············································ 

11. Penggunaan Tanah m2/Ha 

: Mewajibkan kepada perusahaan hasil penggabungan (merger compan:n 
sebagaimana tersebu.t pada diktum FEKl'AMA untuk menaati ketentuan 
sebagai berilcut : 

1. Mengajukan izm perluasan, jika perusahaan melakukan 
penambahan produksi melebihi 30% diatas kapasitas izin; 



2. Melaksanabn semua ketentuan yang tercantum dawn dokumen 
Kn/RPI. atau UKL/UPL; 

3. Menyampaibn laporan berk.ala kegiatan penanaman modal (LKPM­
L2) selambat-lambatnya pada tanggal 31 Januari setiap tahunnya 
kepada: 
a. Kepala PDKPM 
b. Kepala PDPPM 
c. Kepala BKPM 
d. Pengelola Kawasan Industri (jika lok:asi di kawasan industri). 

Ul1GA : lzin Usaha perusahaan penanaman modal asing atau penanaman medal 
dalam negeri ini berlaku : 

1. Sejak perusahaa.n beroperasi komersial bulan . . .. dan seterusnya 
selama penuahaan masih melaku.kan kegiatan usaha, kecwili 
ditentukan Jain oleh peratu.ran peru.ndang-undangan; 

2. Untuk rne1aksanabn kegiatan usaha .. ... dengan mengikuti 
ketentuan yang berlaku; 

3. Untulc pemakaian gudang atau tempat penyirnpanan yang berada 
da1am komplek waha yang benangkutan. 

D'EMPAT · Apabila ke1entuan dalam keputusan ini tidak: dipenuhi, dapat dikenakan 
sanbi sesuai dengan pera.turan perundangan yang berlalcu. 

: Keputusan ini sewaktu.-waktu dapat diubah7 bilamana temyata 
penetapa.nnya tidak benar atau tmlapat kekeliruan. 

Dilelapbnc:li: 
PadaTang.a'I! 

KEPALA KPPT KAIHJPATEN SEIL\RANG 

Tm,bu;m 4jempaiJmn tepada Itlb: 

1. Men1eri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bcrsangkutan; 
2. Direktur Jenderal Teknia yang benangk:ulan; 
3. Direktur Jenderal Pajak; 
4. Gubcmur yang benangkutan; 
5.Kepala.PDPPM; 
6.:kpa]aPDKPM. 

MARANO, 



Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Hal 

Lampiran XVII Peraturan Bupati Semarang 
Nomor /J(_ Tahun ~(){( 
Tanggal 08 - o.g - ,§Off 

Bentu.k Jzin Usaha Perubahan 
KOP SURAT KPPT KABUPATEN SEMARANG 

IZIN USAHA PEltUBAHAN 

•.•...•..•.• , 

Perubahan alas Surat Keputwan 
tentang lzin Usaha No.......... tanggal 
.......... atas 11a1t1a. Pl' .. ..... " .......... 

Yth. 
Direksi .Pl'. • •••••••••••••••• 

Sehubun&an dengan surat pmnohonan Saudara yang diterima Badan 
Koordinasi Peruuuunan Modal fan8gal ...... _., perihal tersebut pada potok surat 
dan mempedtatibn Undang-undang No. ZS Tahun 2007 tentang Penanaman 
Modal, Pendaftaran/Izin Prinsip/Surat Penetqjuan No ............. ta.ngsa1 ···-··-·· ... 
dan Jzin Usaha No. - .. ·--· ~ --·-- dengan ini bmi dapat menyetujui 
penibahan lzin Uaha No. ·---· tangp1 .. _ daJatn nngb Penanaman 
Modal Dalam Negeri/ A.sing a1as nama Pr. · IJICba3a,i beribt: 
Diktum menetapkan amar PF.KrAMA mcn,gcnai an,gka __ diubah menjadi 
sebagai berimt: . ---.... -................... . ........... . -------

Kelentuan Jain yang lelah ditetapbn daJam Jzin Uaaha No. -­
tanggal ~-... - ieblp berfabi, ~ ~J,ertentanpndengan surat ini. 

KEPALA KPPT KABUPATEN SEMARANG 

Tmf?wau 4iamm,jlgm kwdu Yth.; 
1. Menteri yang mcmbina bidang usaha penanaman modal yans bersal)3kutan; 
2. Direktur jenderaJ Teknia yang bersangkutan; 
s. Dhektur jenderaJ Pajak; 
4. Gubcmu.r yang bersanglcutan; 
5. kpa1a POPPM; 
6. kpalaPDKPM. 
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